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 Dalam kegiatan usaha hulu migas, kontrak kerja sama dapat berganti skema, 
guna menemukan skema yang paling menguntungkan Negara dan tercapainya 
kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Penelitian ini, pada permasalahan 
dilatarbelakangi oleh perubahan skema kontrak kerja sama yang semula skema cost 
recovery menjadi skema gross split. Perubahan skema gross split pertama kali diatur 
dalam Peraturan Menteri ESDM No. 08 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil 
Gross Split. Tetapi dengan lahirnya peraturan tersebut, mengakibatkan timbulnya hal 
baru dalam hal pengadaan barang dan jasa kegiatan usaha hulu migas. Dalam Pasal 
18 Peraturan Menteri ESDM No. 08 Tahun 2017 tersebut menjelaskan bahwa: 
“Pengadaan atas barang dan jasa dilakukan oleh Kontraktor secara mandiri”. 
 Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan hukum yang 
dikemukakan dalam penelitian ini adalah bagaimana dampak Peraturan Menteri 
ESDM No. 08 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split terhadap 
pengadaan barang dan jasa kontrak kerja sama skema cost recovery dan mengapa 
pengadaan barang dan jasa berdasarkan Pasal 18 Peraturan Menteri ESDM No. 08 
Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split melakukan pengadaan barang 
dan jasa secara mandiri. 
  Penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah penelitian yang bersifat yuridis 
normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) dan 
pendekatan analisis (Analytical Approach). Bahan hukum yang berhubungan dengan 
masalah yang diteliti diperoleh melalui penelusuran kepustakaan (Library Research), 
dan media internet. Dalam menganalisis bahan-bahan hukum, penulis menggunakan 
teknik interpretasi gramatikal dan sistematis. 
 Kesimpulan yang penulis dapatkan dari penelitian ini ialah perubahan Skema 
Gross Split menjadikan sistem pengadaan yang birokratis (perencanaan, perizininan, 
dan pengawasan) dan perdebatan yang terjadi pada skema cost recovery menjadi 
berkurang, sehingga memberikan keleluasaan lebih kepada kontraktor yang dapat 
berdampak positif pada percepatan pelaksanaan kegiatan usaha sehingga lebih efektif 
dan kontraktor lebih independen. Dalam pengadaan barang/ jasa, perubahan skema 
gross split memiliki dampak berupa keuntungan dan kerugian, antara lain: tidak ada 
pengembalian biaya produksi oleh Negara, lebih efisien, lebih transparan, 
mengurangi rantai birokrasi, dan pengawasan SKK Migas berkurang. Pengadaan 
barang/ jasa secara mandiri tersebut diperbolehkan dengan dasar yaitu aspek yuridis, 
aspek sosiologis, dan aspek filosofis. Adapun rekomendasi yang dapat diberikan ialah 
agar adanya perubahan perilaku terkait pengadaan barang/ jasa kontrak kerja sama 


















kontraktor kegiatan usaha hulu migas terkait pengadaan barang/ jasa secara mandiri 
yang efisien, efektif, yaitu pengadaan yang memperhatikan cost dan risk management, 
the best cost and the best technology, dan pengadaan yang berkelanjutan, serta 
memiliki paradigma nasionalis. Bagi negara adalah menjaga iklim usaha hulu migas 
dengan memperhatikan: sosial, perizinan, keamanan, birokrasi, dan regulasi. Serta, 
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 In upstream oil and gas business activities, the production sharing contract 
can change schemes, in order to find the scheme that benefits the State the most and 
achieve the people's prosperity as much as possible. This study, was motivated by 
changes in the scheme of the cooperation contract, which was originally a cost 
recovery scheme to become a gross split scheme. The change in gross split scheme 
was first regulated in Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 08 
of 2017 concerning Gross Split Production Sharing Contracts. But with the issuance 
of these regulations, resulting in the emergence of in terms of the procurement of 
goods and services for upstream oil and gas business activities. In Article 18 of the 
Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 08 of 2017 explains that: 
"Procurement of goods and services is carried out by the Contractor independently" 
 Based on the background above, the legal issues raised in this study are how 
the impact of Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 08 of 2017 
concerning Gross Split Production Sharing Contracts for the procurement of goods 
and services for cooperation contract cost recovery schemes and why the 
procurement of goods and services is based on Article 18 of the Minister of Energy 
and Mineral Resources Regulation No. 08 of 2017 concerning Gross Split Production 
Sharing Contracts to procure goods and services independently. 
 The research conducted by the author is a normative juridical study with the 
method of Statue Approach and Analytical Approach. Legal materials related to the 
problem under study are obtained through Library Research, and internet media. In 
analyzing legal materials, the author uses grammatical and systematic interpretation 
techniques. 
The conclusion that the authors get from this study is that the change in the 
Gross Split Scheme has made the bureaucratic procurement system (planning, 
licensing, and supervision) and debates that occur in the cost recovery scheme to be 
reduced, thus giving contractors more flexibility to have a positive impact business so 
that it is more effective and the contractor is more independent. In the procurement of 
goods / services, gross split scheme changes have an impact in the form of profits and 
losses, including: there is no return on production costs by the State, more efficient, 
more transparent, reduce the chain of bureaucracy, and supervision of SKK Migas is 
reduced. The procurement of goods / services independently is allowed on the basis 
of juridical aspects, sociological aspects, and philosophical aspects. The 
recommendations that can be given are so that there is a change in behavior related 
to the procurement of goods / services gross split scheme, namely: for contractors is 
the need for socialization to contractors of upstream oil and gas business activities 


















namely procurement pay attention to cost and risk management, the best cost and the 
best technology, and procurement that is sustainable, and has a nationalist paradigm. 
For the country is to maintain the upstream oil and gas business climate by taking 
into account: social, licensing, security, bureaucracy and regulation. As well as not 


























A. Latar Belakang 
Indonesia sebagai negara hukum dalam suatu peraturan perundang-
undangan tidaklah hanya sekedar produk fungsi negara di bidang pengaturan, 
melainkan untuk memberi bentuk kepada nilai-nilai, norma-norma yang 
berlaku dan hidup dalam masyarakat dan undang-undang.
1
 Dengan demikian 
peraturan perundang-undangan sangatlah penting dalam mewujudkan konsep 
dan gagasan hukum.
2
 Pengendalian badan usaha oleh negara sangat penting 
dilakukan karena menyangkut kepentingan orang banyak (publik) dan untuk 
mencegah timbulnya penguasaan secara monopoli oleh suatu 
kelompok/golongan tertentu. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia 1945 (UUDNRI 45) menjelaskan bahwa: “Bumi dan air dan 
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan 
dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"
3
. Sedangkan pasal 
lain yang berkaitan dalam UUDNRI selanjutnya menjelaskan bahwa: 
“Cabang – cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai 
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 Abdul Latief, Hukum dan Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) Pada Pemerintah 
Daerah dikutip oleh Irfani, Kajian Filsafat Hukum Tentang Kedudukan Hukum dalam 
Negara Ditinjau dari Prespektif Keadilan, Jurnal Konstitusi, 2012, hlm. 79 
2
 Haeruman Jayadi, Kedudukan dan  Materi Muatan Peraturan Mahkamah Konstitusi 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan dikutip Ifrani, Kajian Filsafat Hukum Tentang Kedudukan Hukum 
Dalam Negara Ditinjau dari Prespektif Keadilan, Jurnal Konstitusi, 2012, hlm. 80 
3
 Pasal 33 ayat 3, Undamg - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
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Sesuai dengan itu, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan 
yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. 
Kekayaan sumber daya alam adalah hak mutlak berdaulatnya negara.
5
 Salah 
satu cabang produksi ekonomi yang menyangkut keberlangsungan kehidupan 
masyarakat luas adalah kegiatan usaha minyak dan gas bumi (migas). 
Maka dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dibentuk suatu 
badan untuk melakukan pengendalian, yang disebut Badan Pelaksana.
6
 
Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) 
bernomor 36/PUU-X/2012, tanggal 10 April 2012 peran Badan Pelaksana 
yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 Tentang 
Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang disebut Badan Pelaksana 
Minya dan Gas Bumi (BP MIGAS) digantikan oleh Satuan Kerja Khusus 
Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK MIGAS) melalui Peraturan 
Presiden No. 9 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan 
Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. 
Salah satu peran SKK MIGAS adalah melakukan penandatanganan 
Kontrak Kerja Sama, untuk lebih jelas berikut beberapa fungsi dan peran 
SKK MIGAS dalam Perpres No. 9 Tahun 2013:
7
 
a) Memberikan pertimbangan kepada Menteri ESDM atas 
kebijaksanaannya dalam hal penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja 
serta Kontrak Kerja Sama; 
b) Melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama; 
                                                 
5
 Adrian Sutedi, Hukum Pertambangan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 24. 
6
 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas 
Bumi, Pasal 1 ayat (23) 
7
 https://www.republika.co.id/berita/koran/ekonomi-koran/14/11/28/nfqw1h-wewenang-






















c) Mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan yang 
pertama kali akan diproduksi dalam suatu Wilayah Kerja Menteri ESDM 
untuk mendapatkan persetujuan; 
d) Memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran; 
e) Melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada Menteri ESDM 
mengenai pelaksanaan Kontrak Kerja Sama; dan 
f) Menunjuk penjual minyak bumi dan/ atau gas bumi bagian negara yang 
dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya. 
Kontrak Kerja Sama (KKS) adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk 
kontrak kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih 
menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat.
8
 Dengan begitu, seiring dengan perkembangan dan 
dinamika dalam industri hulu migas, kerap KKS dapat berganti skema guna 
menemukan skema yang paling menguntungkan Negara dan tercapainya 
kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. 
KKS di Indonesia mengalami beberapa generasi dimana setiap generasi 
pada prinsipnya prinsipnya terdapat perbedaan ketentuan penerimaan negara 
ataupun pembatasan pengembalian biaya operasi, yaitu: 
1. KKS generasi pertama (1964 – 1977) 
2. KKS generasi kedua (1978 – 1987) 
3. KKS generasi ketiga (1988- 2001) 
4. KKS generasi keempat (2001 – sekarang) 
5. KKS dengan skema Gross Split 
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Berikut tabel generasi masing-masing KKS yang pernah berlaku di Indonesia: 
Tabel 1.1 
Perubahan Kontrak Kerja Sama 





Cost Recovery Pajak 
KKS Generasi 
I 
1. UUD 1945 
Pasal 33 
2. UU 44/1960 











1. UUD 1945 
Pasal 33 
2. UU 44/1960 















1. UUD 1945 
Pasal 33 
2. UU 44/1960 
3. UU 8/1971 
























1. UUD 1945 
Pasal 33 
2. UU 44/1960 
3. UU 8/1971 






















1. UUD 1945 
Pasal 33 











1. UUD 1945 
Pasal 33. 
2. UU Migas 
3. PP HULU 
Menteri 
ESDM 




1. UUD 1945 
Pasal 33 
























































Skema Gross Split pertama kali diatur dalam Peraturan Menteri ESDM 
No. 8 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split (Permen Gross 
Split). Permen Gross Split tersebut merubah skema KKS yang semula adanya 
Cost Recovery (Pengembalian Biaya Operasi). Kemudian Kontrak Kerja 
Sama yang akan ditawarkan pemerintah melalui lelang kepada kontraktor 
adalah Kontrak Kerja Sama Skema Gross Split dan mengenai peralihan antara 
Kontrak Kerja Sama Skema Cost Recovery dengan Kontrak Kerja Sama 
Skema Gross Split, sebagai berikut
9
: 
a. Kontrak Kerja Sama yang telah ditandatangani sebelum Peraturan 
Menteri ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan 
tanggal berakhirnya kontrak yang bersangkutan. b. Kontrak Kerja 
Sama yang jangka waktunya telah berakhir dan telah diberikan 
persetuuan perpanjangan, dapat tetap menggunakan bentuk Kontrak 
Kerja Sama semula atau mengusulkan perubahan bentuk Kontrak 
Kerja Sama menjadi Kontrak Bagi Hasil Gross Split. c. Kontraktor 
yang Kontrak Kerja Samanya telah ditandatangani sebelum Peraturan 
Menteri ini ditetapkan, dapat mengusulkan perubahan bentuk Kontrak 
Kerja Samanya menjadi Kontrak Bagi Hasil Gross Split. d. Dalam hal 
Kontraktor mengusulkan perubahan bentuk Kontrak Kerja Sama 
sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, biaya operasi yang 
telah dikeluarkan dan belum dikembalikan dapat diperhitungkan 
menjadi tambahan split bagian Kontraktor sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7 ayat (1). 
 
Sejak berlakunya Permen Gross Split hingga saat ini ada 40 Wilayah 
Kerja Migas dengan Kontrak Kerja Sama Skema Gross Split, dengan rincian 
blok hasil lelang sebanyak 14 Wilayah Kerja, 21 Wilayah Kerja yang sudah 
habis tanggal berakhir kontraknya atau terminasi, dan sebanyak 5 Wilayah 
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Kontrak Bagi Hasil Gross Split adalah suatu Kontrak Bagi Hasil dalam 
Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi berdasarkan prisip pembagian 
gross produksi tanpa mekanisme pengembalian biaya operasi.
11
 Tetapi 
dengan lahirnya Permen Gross Split, mengakibatkan timbulnya hal baru 
dalam hal pengadaan barang dan jasa kegiatan usaha hulu migas yang 
sebelumnya adalah pengadaan barang kontrak kerja sama skema Cost 
Recovery.  
Dalam Permen Gross Split menjelaskan bahwa: “Pengadaan atas barang 
dan jasa dilakukan oleh Kontraktor secara mandiri”.
12
 Dengan berlakunya 
Permen Gross Split kontraktor secara mandiri mengatur sendiri dalam hal apa 
metode tender yang digunakan, dengan siapa, dengan jangka waktu berapa 
lama, dan besar nilai pengadaan barang/ jasa yang dilakukan oleh Kontraktor 
KKS tanpa adanya pengaturan yang jelas. Mandirinya pengadaan barang/jasa 
yang dilakukan oleh Kontraktor KKS memungkinkan Kontraktor KKS 
melakukan tender dengan mencari yang paling menguntungkan bagi 
Kontraktor KKS secara efisien dan efektif. Namun, disisi lain ketika 
Kontraktor KKS melaksanakan tender secara mandiri, berpotensi 
menimbulkan peristiwa yang tidak adil dikemudian hari dalam pengadaan 
barang dan jasa. 
Terkait nilai-nilai dasar negara dalam Pasal 33 UUDNRI 1945 mengenai 
perekonomian nasional dan kesejahteraan nasional yaitu dalam ayat 1 
menjelaskan bahwa : “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar 
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 Peraturan Menteri ESDM No. 8 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split, 
Pasal 1 ayat 7  
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atas asas kekeluargaan” dan dalam ayat 4 UUDNRI 1945 menjelaskan bahwa 
: 
Perekonomian nasioanl diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi 
ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, 
berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan 
kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional 
 
Dan prinsip dasar sistem pengadaan barang/ jasa yaitu efisien, efektif, 
transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel
13
. Dengan dasar 
pertimbangan diatas, penulis perlu mengkaji permasalahan terkait pengadaan 
barang /jasa skema gross split, dengan judul “Analisis Perbandingan 
Pengadaan Barang dan Jasa Kontrak Kerja Sama Skema Cost Recovery 





















































Minyak dan Gas 






















kontrak kerja sama 
minyak dan gas 





kontak kerja sama 
minyak dan gas 
bumi ditinjau dari 






Penulis terdahulu dalam 
penelitiannya membahas 
mengenai komponen apa 
yang harus dimasukan dalam 
cost recovery kontrak kerja 
sama migas di Indonesia dan 
kesesuaian pengaturan cost 
recovery dalam kontrak kerja 
sama migas ditinjau dari 
hukum kontrak internasional, 
sedangkan yang 
membedakan adalah saat ini 
penulis ingin mengkaji 
sistem pengadaan barang/ 
jasa skema cost recovey dan 
skema gross split serta akibat 
dari berlakunya kontrak kerja 
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Permen ESDM  




No. 8 Tahun 2017 
Tentang Kontrak 







BUMN Nomor 05/ 
MBU/ 2008 Jo. Per-
15/MBU/ 2012 dan 
Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 
1999 Khususnya 
dalam hal pengadaan 




2. Apa batasan 
pengecualian BUMN 
menurut Pasal 51 
Undang-undang 
Nomor 5 Tahun 
1999? (studi kasus 
Putusan Perkara 
Nomot 07/ KPPU-I/ 
2013)? 
 




pihak pada kontrak 
bagi hasil gross split 
dalam Permen 
ESDM No, 52 
Tahun 2017 tentang 
Perubahan Atas 
Permen ESDM No. 
8 Tahun 2017 
Tentang Kontrak 
Bagi Hasil Gross 
Split? 
Penulis terdahulu dalam 
penelitiannya membahas 
mengenai keterkaitan antara 
sinergi BUMN menurut 
Peraturan Menteri BUMN 
Nomor 05/MBU/2008 Jo. 
Per-15/MBU/2012 dan 
Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1999, sedangkan 
yang membedakan adalah 
saat ini penulis ingin 
mengkaji sistem pengadaan 
barang dan jasa secara 
mandiri dalam kontrak kerja 












Penulis terdahulu dalam 
penelitiannya membahas 
mengenai penerapan asas 
keseimbangan dalam 
kedudukan para pihak pada 
kontrak bagi hasil Gross Split 
dalam Permen ESDM No. 52 
Tahun 2017 Tentang 
Perubahan atas Permen 
ESDM No. 8 Tahun 2017 
Tentang Kontrak Bagi Hasil 
Gross Split, sedangkan yang 
membedakan adalah saat ini 
penulis ingin mengkaji 
sistem pengadaan barang dan 
jasa kontrak kerja sama 
skema gross split dan 
mengapa pengadaan barang 
dan jasa secara mandiri 
berdasarkan Pasal 18 ayat 2 
Peraturan Menteri ESDM 
No. 08 Tahun 2017 Tentang 
Kontrak Bagi Hasil Gross 
Split diperkenankan 
























B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan hukum yang 
dikemukakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana dampak Peraturan Menteri ESDM No. 08 Tahun 2017 
Tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split terhadap Pengadaan Barang dan 
Jasa Kontrak Kerja Sama Skema Cost Recovery? 
2. Mengapa Pengadaan Barang/ Jasa Berdasarkan Pasal 18 Peraturan 
Menteri ESDM No. 08 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil Gross 
Split Melakukan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Mandiri? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan  rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 
adalah:  
1. Untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan dampak 
pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kontrak kerja sama skema gross 
split terhadap pengadaan barang dan jasa kontrak kerja sama skema cost 
recovery. 
2. Untuk menganalisis mengapa sebab diperkenankannya pengadaan barang 
dan jasa kontrak kerja sama skema gross split secara mandiri, serta 
bagaimana landasan adanya pengadaan barang dan jasa kontrak kerja 
























D. Manfaat Penelitian 
Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua macam, yaitu manfaat 
teoritis dan manfaat praktis. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian 
ini yaitu: 
1. Manfaat Teoritis 
a. Memberi manfaat ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan, 
khususnya terkait pengadaan barang dan jasa dalam kegiatan usaha 
hulu migas kontrak kerja sama skema gross split  
b. Memberikan sumbangan informasi bagi masyarakat sehingga dapat 
dijadikan acuan dalam penelitian sejenis. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Penulis 
Menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis mengenai 
pengadaan barang dan jasa dalam kegiatan usaha hulu migas ontrak 
kerja sama skema gross split. 
 
b. Bagi Kontraktor Kegiatan Usaha Hulu Migas Skema Gross Split 
Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam 
kegiatan pengadaan barang dan jasa. 
 
E. Sistematika Penulisan 
Secara garis besar, skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan 
menguraikan pokok-pokok pembahasan di setiap babnya serta diperjelas lebih 
rinci melalui sub bab. Penelitian ini perlu disertai dengan kerangka penulisan 






















diteliti. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini dapat diuraikan 
sebagai berikut: 
BAB I : PENDAHULUAN  
Dalam bab ini diuraikan mengenai konsep penelitian yang meliputi latar 
belakang permasalahan yang Penulis kaji, tabel terdahulu untuk bahan 
perbedaan dan perbandingan dari penelitian ini dengan penelitian yang lain, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika 
penulisan. 
BAB II : KAJIAN PUSTAKA 
Dalam bab ini berisi hal-hal pokok yang menguraikan kajian umum dan 
teori-teori yang berkaitan dengan dasar penelitian dan pembahasan penelitian 
ini. Kajian umum memuat pengertian, jenis, fungsi, dan manfaat dari 
penulisan judul. Teori-teori dan pendapat para ahli di bidangnya dibutuhkan 
untuk memperjelas dan memperkuat dasar pertimbangan penelitian serta hasil 
penelitian ini. Kajian umum, teori-teori dan pendapat para ahli diperoleh 
dengan cara studi pustaka dari beragam literatur. 
BAB III : METODE PENELITIAN 
Dalam bab ini berisi metode penelitian yang menguraikan teknik 
penelitian yang digunakan untuk pengumpulan data penelitian. Dengan 
susunan sebagai berikut :  jenis penelitian, pendekatan penelitian yang 
digunakan, jenis bahan hukum, teknik pengambilan atau penelusuran bahan 























BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 
Dalam bab ini berisi uraian yang merupakan hasil penelitian dan 
pembahasan dari rumusan masalah yang Penulis kaji, yaitu: Bagaimana 
Pengawasan SKK Migas dalam Pengadaan Barang dan Jasa Kontrak Kerja 
Sama Skema Gross Split, dan Mengapa Pengadaan Barang/ Jasa Kontrak 
Kerja Sama Skema Gross Split Diperkenankan Melakukan Pengadaan 
Barang/ Jasa Secara Mandiri. 
BAB V : PENUTUP 
Dalam bab ini berisi hasil yang merupakan kesimpulan-kesimpulan dari 




























A. Tinjauan Umum Tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas 
1. Sumber Daya Alam dan Migas 
a. Konsep Sumber Daya 
Sumber daya adalah suatu nilai potensi yang melekat pada 
suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Sumber daya 
tidak selalu bersifat fisik, tetapi juga non fisik.
14
Menurut 
Ensiklopedia Webster, mendefinikan sumber daya antara lain 
sebagai berikut: (1) Kemampuan untuk memenuhi atau menangani 
sesuatu, (2) Sumber persediaan, penunjang atau bantuan, (3) Sarana 
yang dihasilkan oleh kemampuan atau pemikiran seseorang.
15
 
Kemudian menurut ekonom Grima dan Berkes, definisi sumber 
daya adalah sebagai aset untuk pemenuhan kepuasan dan utilitas 
manusia. Dan menurut Rees mengatakan bahwa suatu materi atau 
unsur untuk dapat dikatakan sebagai sumber daya yaitu sebagai 
berikut:  
Sumber daya harus memiliki dua karakteristik yang pertama 
adalah adanya pengetahuan, teknologi atau keterampilan (skill) 
untuk memanfaatkannya, dan kedua adalah harus ada 
permintaan (demand) terhadap sumber daya tersebut. Kedua 
karakteristik tersebut saling terikat satu sama lain antara skill 
dan demand.  Jika kedua karakteristik tersebut tidak dimiliki, 
maka sesuatu itu tidak dapat disebut sebagai sumber daya.
16
 
                                                 
14
 Jupri, 2012, Sumber Daya Alam, File UPI (online), 
http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._GEOGRAFI/196006151988031-
JUPRI/SUMBER_DAYA_ALAM_Drs._Jupri%2C_MT.pdf , diakses 24 Oktober 2018 
15
 Akhmad Fauzi, Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Gramedia Pustaka 
























Dengan demikian dalam konsep atau pengertian ini, definisi 
sumber daya adalah terkait dengan kegunaan (usefulness), baik 
untuk saat ini maupun masa yang akan datang dalam kehidupan 
manusia. Selain dua karakteristik di atas, definisi sumber daya juga 
terkait pada dua aspek, yakni aspek teknis yang memungkinkan 
bagaimana sumber daya dimanfaatkan, dan aspek kelembagaan 
yang menentukan siapa yang mengendalikan sumber daya dan 
bagaimana sistem yang digunakan.
17
 
b. Sumber Daya Alam 
Sumber daya alam adalah keseluruhan faktor fisik, biologi, 
kimia dan sosial yang membentuk lingkungan di kehidupan 
manusia. Hunker menyatakan bahwa sumber daya alam adalah: 
Semua yang berasal dari bumi, biosfer, dan atmosfer, yang 
keberadaannya tergantung pada aktivitas manusia. Semua 
bagian lingkungan alam kita antara lain biji-bijian, pepohonan, 





Sumber daya alam adalah unsur-unsur yang terdiri dari sumber 
daya nabati (tumbuhan) dan sumber daya hewani (satwa) dengan 
unsur non hayati disekitarnya secara sistematis dan komperhensif 
membentuk ekosistem.
19
 Otto Soemarwoto mendefinisikan 
ekosistem sebagai berikut: 
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 Wulandari Natalia, 2013, Kajian Nilai Ekonomis dan Persepsi Masyarakat terhadap 
Pemanfaatan Eceng Gondok di Desa Rowoboni Kabupaten Semarang Tahun 2013, E-Journal 
UAJY (online), http://e-journal.uajy.ac.id/4452/3/2EP17977.pdf , diakses 24 Oktober 2018 
18
 Elsa Stella Nova, 2015, Pelaksanaan Konservasi Sumber Daya Alam dan 
Ekosistemnya terhadap Penangkaran Rusa di Universitas Lampung, Digilib Unila (online),  
http://digilib.unila.ac.id/16403/14/BAB%20II.pdf , diakses tanggal 25 Oktober 2018 
19
 Kehati, Materi Kursus Inventaris Flora dan Fauna Taman Nasional Meru Betiri, 






















Ekosistem adalah suatu sistem kehidupan yang terbentuk oleh 
hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan 
lingkungannya. Ekosistem terbentuk oleh komponen hidup dan 




Ekosistem dicirikan dengan berfungsinya pertukaran materi 
dan transformasi energi yang sepenuhnya berlangsung diantara 
berbagai komponen dalam sistem itu sendiri atau dengan sistem 
diluarnya.
21
 Secara yuridis, pengertian ekosistem terdapat dalam 
Pasal 1 ayat 5 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu: “Ekosistem adalah tatanan 
unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-
menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk 
keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup”.
22
 
Pengertian sumber daya alam secara yuridis juga telah di 
definisikan dalam Pasal 1 ayat 9 UU No. 32 Tahun 2009, yaitu: 
Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas 




c. Klasifikasi Sumber Daya Alam 
Terdapat beberapa pendapat klasifikasi sumber daya alam, 
antara lain ditinjau dari sifat umum ekosistemnya dibagi menjadi 
dua golongan besar yaitu sumber daya alam teretris (daratan) dan 
                                                 
20
 Otto Soemarwoto, Ekologi Lingkungan dan Pembangunan, Djambatan, Jakarta, 1994, 
hlm 23-24. 
21
 Soerjani, Lingkungan : Sumber Daya Alam dan Kependudukan dalam 
Pembangunan, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1987, hlm. 2. 
22
 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup, Pasal 1 ayat 5 
23
 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 






















sumber daya akuatik (perairan). Meskipun demikian, dalam 
klasifikasi sumber daya alam lebih dikenal tiga macam sumber 
daya alam yang didasarkan pada sifatnya, yaitu
24
: 
a) Sumber daya alam yang dapat dipulihkan (renewable 
resources), disebut terbarukan karena dapat melakukan 
reproduksi dan memiliki daya regenerasi (pulih kembali) 
dimana aliran sumber daya tergantung kepada 
pengelolaannya, dengan beberapa kemungkinan 
persediaannya dapat menurun, lestari atau meningkat.  
Contoh: hewan, dan tumbuhan. 
b) Sumber daya alam yang tidak dapat dipulihkan (non-
renewable resources), disebut tidak dapat terbarukan karena 
tidak dapat melakukan reproduksi dan tidak memiliki daya 
regenerasi (pulih kembali) dimana persediaan tetap dan dapat 
habis. Contoh: batu bara, minyak bumi, dan gas bumi. 
c) Sumber daya alam yang tak akan habis (continous atau flow 
resources), dimana tersedia secara berkelanjutan dengan 
persediaan yang tidak dapat habis. Contoh: energi matahari, 
bentang alam, dan ruang udara dan angkasa. 
Sumber daya alam dapat juga diklasifikasikan menurut jenis 
penggunaan akhir dari sumber daya alam tersebut membedakan 
antara sumber daya material dan sumber daya energi. Sumber daya 
material merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam 
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 Fajrul Drachman, 2017, Pemetaan Potensi Sumber Daya Alam Provinsi Maluku 
Berbasis Web, Eprints (online), http://eprints.umm.ac.id/36061/3/jiptummpp-gdl-fajruldrac-






















bentuk fisiknya. Contohnya, batu besi, emas, kayu, serat kapas, dan 
sebagainya. Biji besi, misalnya, diproses menjadi besi yang 
kemudian dijadikan bagian atau komponen mobil. Alumunium 
dapat digunakan untuk keperluan peralatan rumah tangga dan 
sejenisnya. Sumber daya material ini dapat dibagi lagi menjadi 
material metalik seperti contoh di atas dan material non-metalik 
seperti tanah dan pasir. Dan sumber daya energi merupakan sumber 
daya alam yang dimanfaatkan energinya. Misalnya batu bara, 
minyak bumi, gas bumi, dan lain-lain. 
25
 
Sumber daya energi di sisi lain merupakan sumber daya yang 
digunakan untuk kebutuhan menggerekkan energi melalui proses 
transformasi panas maupun transformasi energi lainnya. Beberapa 
sumber daya dapat dikategorikan ke dalam keduanya, misalnya 
sumber daya minyak dapat dimanfaatkan untuk energi pembakaran 
kendaraan bermotor atau dapat juga digunakan untuk bahan baku 
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 Akhmad Fauzi, op. cit. hlm. 7. 
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2. Kegiatan Usaha Migas 
Migas atau disebut juga dengan Minyak dan Gas Bumi adalah 
sumber daya alam yang berasal dari pelapukan sisa-sisa makhluk hidup 
pada jutaan tahun yang lalu, atau sering disebut bahan bakar fosil. 
Organisme-organisme tersebut membusuk oleh mikroorganisme dan 
kemudian terkubur dalam lapisan kulit bumi. Migas dalam konteks bisnis 
hulu migas adalah Minyak Bumi atau Crude Oil dan Gas Bumi atau 
Natural Gas. Definisi Minyak Bumi Menurut UU MIGAS Pasal 1 angka 
1, mendefinikan bahwa: 
Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang 
dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair 
atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen 
yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk 
batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang 
diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha 
Minyak dan Gas Bumi 
 
Sedangkan definisi Gas Bumi Menurut UU MIGAS Pasal 1 angka 1, 
mendefinisikan bahwa: Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa 
hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa 
fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi. 
Kegiatan Usaha Migas dalam UU MIGAS di bagi ke dalam dua 
kegiatan usaha, yaitu: 
a) Kegiatan Usaha Hilir 
Kegiatan Usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha 
Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/ atau Niaga.
27
 
Kegiatan Usaha Hilir dilaksanakan dengan Izin Usaha.
28
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 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 1 angka 10 
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Pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian 




b) Kegiatan Usaha Hulu 
Kegiatan Usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha 
Eksplorasi dan Eksploitasi.
30
 Eksplorasi adalah kegiatan yang 
bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk 
menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas 
Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan.
31
 Eksploitasi adalah 
rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan 
Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan.
32
  
Kegiatan Usaha Hulu dilaksanakan oleh Badan Usaha atau 
Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan 
Pelaksana
33
. Pengawasan terhadap pelaksanaan Kontrak Kerja Sama 
Kegiatan Usaha Hulu dilaksanakan oleh Badan Pelaksana agar 
pengambilan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi milik negara 
dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi 
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 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 1 angka 8 
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Tugas Badan Pelaksana menurut UU MIGAS Pasal 44 ayat 3 
adalah: 
a) Memberikan pertimbangan kepada Menteri atas 
kebijaksanaannya dalam hal penyiapan dan penawaran 
Wilayah Kerja serta Kontrak Kerja Sama. 
b) Melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama. 
c) Mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan 
lapangan yang pertama kali diproduksikan dalam suatu 
Wilayah Kerja kepada Menteri untuk mendapatkan 
persetujuan. 
d) Memberikan persetujuan rencana pengembangan lapangan. 
e) Memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran. 
f) Melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada Menteri 
mengenai pelaksanaan Kontrak Kerja Sama. 
g) Menunjuk penjual Minyak Bumi dan/ atau Gas Bumi bagian 
negara yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya 
bagi negara. 
  
3. Kontrak Kerja Sama 
Kontrak Kerja Sama atau KKS adalah Kontrak Bagi Hasil atau 
kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang 
lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.
34
 Dengan begitu, seiring dengan 
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perkembangan dan dinamika dalam industri hulu migas, kerap KKS 
dapat berganti skema guna menemukan skema yang paling 
menguntungkan Negara dan tercapainya kemakmuran rakyat yang 
sebesar-besarnya. 
Selain itu, KKS adalah kontrak yang mengatur kerja sama antar 
pihak untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, KKS merupakan juga 
kontrak bisnis, seperti halnya kontrak bisnis lain, KKS tersebut memuat 
pasal-pasal yang menjabarkan perjanjian dan kesepakatan dari pihak-
pihak yang berkontrak. Termasuk dalam hak dan kewajiban itu adalah 
mekanisme dan cara menghitung pembebanan biaya operasi serta 
penggunaan harga, dan mekanisme bagi produksi. Lebih dari itu, tentu 
kontrak juga memuat ketentuan dan mekanisme penyelesaian dispute 
atau ketidaksepahaman atas pelaksanaan kontrak.  
 
4. Kontrak Kerja Sama Skema Cost Recovery 
Kontrak Kerja Sama Skema Cost Recovery adalah Kontrak Bagi 
Hasil dalam kegiatan usaha hulu migas berdasarkan pembagian gross 
produksi dengan mekanisme pengembalian biaya operasi. Jadi secara 
prinsip, pengeluaran uang yang digunakan untuk operasi migas 
merupakan pengorbanan investor yang suatu saat diharapkan dapat 
dipulihkan ketika investasi membuahkan hasil (penerimaan atau 
revenue). Kontraktor KKS mendapatkan pengembalian biaya-biaya yang 
telah dikeluarkan dengan pengendalian dan pengawasan SKK Migas 






















saat eksekusi biaya dan pelaksanaan pekerjaan (current audit), dan 
setelah terjadi dan pekerjaan selesai dilakukan (postaudit). 
 
5. Kontrak Kerja Sama Skema Gross Split 
Kontrak Kerja Sama Skema Gross Split adalah Kontrak Bagi Hasil 
dalam kegiatan usaha hulu migas berdasarkan pembagian gross produksi 
tanpa mekanisme pengembalian biaya operasi. Dalam hal pengadaan 
barang dan jasa skema gross split,  pengadaan barang dan jasa dilakukan 
oleh kontraktor secara mandiri. Artinya, dalam melakukan kegiatan 
usaha hulu migas apabila mengalami kerugia atas biaya-biaya yang telah 
dikeluarkan untuk operasi, kerugian tersebut merupakan resiko yang 
harus ditanggung sendiri oleh Kontraktor.  
 
B. Tinjauan Umum Tentang Pengadaan Barang/ Jasa 
1. Pengadaan Barang/ Jasa 
Pengadaan Barang/ Jasa adalah Kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa 
oleh Kementrian/ Lembaga/ Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/ 




Pengadaan Barang/ Jasa bertujuan untuk
36
: 
a) Menghasilkan barang/ jasa yang tepat dari setiap uang yang 
dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, 
biaya, lokasi, dan penyedia 
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b) Meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan 
Usaha Menengah 
c) Meningkatkan peran pelaku usaha nasional 
d) Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan 
barang/ jasa hasil penelitian 
e) Mendorong pemerataan ekonomi 
f) Mendorong Pengadaan Berkelanjutan 
Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa meliputi: 
a) Meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/ 
Jasa. 
b) Melaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa yang lebih 
transparan, terbuka, dan kompetitif. 
c) Memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya 
manusia Pengadaan Barang/ Jasa. 
d) Mengembangkan E-marketplace Pengadaaan Barang/ Jasa. 
e) Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta 
transaksi elektronik. 
f) Mendorong penggunaan baran/ jasa dalam negeri dan 
Standar Nasional Indonesia (SNI). 
g) Memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha 
Kecil, dan Usaha Menengah. 
h) Mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif. 























2. Prinsip Pengadaan Barang/ Jasa 
Pengadaan Barang/ Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut: 
a)     Efisien 
Prinsip Efisien adalah pengadaan barang/ jasa dilakukan 
harus diusahakan dengan menggunakan dana, daya, dan 
fasilitas yang sekecil-kecilnya untuk mencapai sasaran yang 
ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat 
dipertanggungjawabkan dalam rangka memberikan kontribusi 
yang sebesar-besarnya bagi keuntungan negara. 
b) Efektif 
Prinsip Efektif adalah pengadaan barang/ jasa dilakukan 
harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat 
memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan 
sasaran yang ditetapkan perusahaan. 
c) Transparan 
Prinsip Transparan adalah  pengadaan barang/ jasa 
dilakukan dengan semua ketentuan dan informasi, baik teknis 
maupun administratif termasuk tata cara evaluasi, hasil 
evaluasi dan penetapan pemegang harus bersifat terbuka bagi 
Penyedia Barang/ Jasa yang berminat. 
d) Terbuka 
Prinsip Terbuka adalah pengadaan barang/ jasa dapat 
























Prinsip Bersaing adalah pengadaan barang/ jasa dilakukan 
harus melalui seleksi dan persaingan yang sehat di antara 
Penyedia Barang/ Jasa yang setara dan memenuhi syarat/ 
kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas 
serta transparan. 
f) Adil 
Prinsip Adil adalah tidak diskriminatif dalam memberikan 
perlakuan bagi semua penyedia barang/ jasa dan tidak 
mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, 
dengan cara dan atau alasan apapun. 
g) Akuntabel 
Prinsip Akuntabel adalah pengadaan barang/ jasa dilakukan 
harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan 
sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan 
penyimpangan. 
 
3. Metode Pengadaan Barang/ Jasa 
Dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barang/ Jasa Pemerintah dan perubahannya yang tercantum dalam 
Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, Peraturan Presiden No. 35 Tahun 
2011 dan Perpres No. 70 Tahun 2012, penetapan metode pemilihan 






















a) Kontes, metode ini dilakukan apabila uraian paket pekerjaan berupa 
industri kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri dalam bentuk 
barang yang ridak mempunyai harga pasar dan harga/ biayanya tidak 
dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan. Metode ini memerlukan 
tim juri/tim ahli dalam hal penentuan pemenangan tender. 
b) Sayembara, metode pemilihan secara sayembara memperlombakan 
gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi tertentu dalam bentuk jasa 
yang harga/ biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan 
hargasatuan. 
c) Penunjukan Langsung, metode ini dilakukan apabila uraian paket 
pekerjaan tidak berupa industri kreatif, tetapi hanya dalam keadaan 
tertentu atau khusus dan pada pengadaan barang/jasa khusus. 
Keasaan tertentu yang dimaksud adalah sesuai dengan yang 
dijelaskan dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018, yang 
meliputi hal-hal sebagai berikut: 
a. Penanganan darurat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya 
dan waktu penyelesaian pekerjaan harus segera/tidak dapat 
ditunda untuk pertahanan negara, keamanan dan ketertiban 
masyarakat. 
b. Pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) penyedia 
barang atau jasa, seperti pengadaan bagi penyedia barang yang 























d) Pengadaan Langsung, metode ini dilakukan apabila uraian paket 
pekerjaan tidak berupa industri kreatif dan tidak dalam keadaan 
tertentu atau khusus, tetapi lebih berdasarkan nilai atau harga 
pekerjaan dengan jumlah paling tinggi Rp 200.000.000,00 (dua ratus 
juta rupiah) untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa 
lainnya, dan paling tinggi Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) 
untuk jasa konsultasi. Metode ini dilakukan tanpa melalui 
pelelangan/seleksi/penunjukan langsung. 
e) Pemilihan Langsung, metode ini dilakukan apabila uraian paket 
pekerjaan yang berupa pekerjaan konstruksi dengan nilai paket 
paling tinggi bernilai 5 miliar rupiah. 
f) Seleksi Sederhana, metode ini dilakukan apabila uraian paket 
pekerjaan berupa jasa konsultasi dengan nilai paling tinggi 200 juta 
rupiah. 
g) Pelelangan Sederhana, metode ini dilakukan apabila uraian paket 
penyedia barang/jasa lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling 
tinggi 5 miliar rupiah dan untuk pekerjaan yang bersifat tidak 
kompleks. 
h) Pelelangan Terbatas, metode ini dilakukan apabila uraian paket 
pengadaan barang/pekerjaan konstruksi dan termasuk ke dalam 
pekerjaan yang kompleks, memerlukan teknologi tinggi, mempunyai 
resiko tinggi, serta menggunakan peralatan yang didesain khusus. 






















penyedianya diyakini akan terbatas pada orang-orang atau badan 
usaha tertentu. 
i) Seleksi Umum, metode ini dilakukan apabila uraian paket pekerjaan 
berupa jasa konsultasi yang diumumkan sekurang-kurangnya di 
website K/L/D/I dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat 
sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang memenuhi syarat 
dapat mengikutinya. 
j) Pelelangan Umum, metode pemilihan penyedia barang/jasa untuk 
semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia barang atau 
jasa lainnya yang memenuhi syarat. 
 
4. Bentuk Pengaturan Pengadaan Barang/ Jasa dalam Kegiatan Usaha 
Hulu Migas 
Bentuk pengaturan pengadaan barang/ jasa dalam kegiatan usaha 
hulu migas mempunyai pengaturan tersendiri di lingkungan Kontraktor 
KKS Kegiatan Usaha Hulu Migas di wilayah Negara Republik Indonesia. 
Bentuk pengaturan tersendiri ini dibentuk oleh SKK Migas selaku Badan 
Pelaksana. Pembentukan pengaturan ini berdasarkan Peraturan 
Pemerintah No. 42 Tahun 2002 sesuai amanat Undang-undang Nomor 22 
Tahun 2001, yaitu SKK Migas mempunyai fungsi melakukan 
pengawasan terhadap Kegiatan Usaha Hulu Migas. Bentuk pengaturan 
pengadaan barang/ jasa dalam kegiatan usaha hulu migas, yaitu : 






















Kontraktor Kontrak Kerja Sama, yang merupakan dasar pengaturan 
mengenai rantai suplai. 
Dalam pelaksanaan kegiatan terkait dengan Pengelolaan Rantai 
Suplai SKK MIGAS melakukan revisi terhadap buku buku PTK 
Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor KKS. PTK 007 Tentang 
Pengelolaan Kegiatan Rantai Suplai Kontraktor KKS terdiri dari lima 
buku yang mengatur tentang Ketentuan Umum Pengelolaan Rantai 
Suplai, Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa, Pedoman 
Pengelolaan Aset, Pedoman Pengelolaan Kepabeanan, Pedoman 
Pengelolaan Proyek, yang dimaksudkan untuk memberikan kesamaan 
dalam pengertian, pola pikir dan pola tindak yang jelas bagi seluruh 
Pengelola Rantai Suplai Kontraktor KKS yang saat ini telah dirubah dan 
berlaku antara lain: PTK 007 Buku Kesatu Tahun 2015, tanggal 27 
Januari 2015; Buku Kedua Tahun 2017, tanggal 30 Mei 2017; Buku 
Ketiga Tahun 2009, tanggal 5 Januari 2010; Buku Keempat Tahun 2009, 




Rantai suplai adalah kegiatan penyediaan dan pendayagunaan barang 
dan jasa yang mencakup tahap perencanan, pelaksanaan dan 
pengendalian/pengawasan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa, Pengelolaan 
Aset, Kepabeanan dan Pengelolaan Proyek, termasuk Manajemen 
Penyedia Barang/Jasa, Pendayagunaan Produksi dan Kompetensi Dalam 
Negeri serta Pengendalian Penyelesaian Perselisihan.
38
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A. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini berupa penelitian yuridis normatif (normative 
research). Penelitian yuridis normatif terbatas pada usaha mengungkapkan 
suatu masalah, keadaan, atau peristiwa sebagaimana adanya. Penelitian 
yuridis normatif dikonsepkan sebagai peraturan tertulis pada peraturan 
perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai suatu 
kaidah yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.
39
  
Suatu penelitian hukum merupakan suatu prosedur ilmiah untuk 
menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi 
normatifnya.
40
 Sehingga peneliti menggunakan jenis penelitian hukum yuridis 
normatif ini dimaksudkan untuk memberi jawaban mengenai rumusan 
masalah. Penelitian ini juga ditujukan agar mendapatkan solusi untuk 
mencegah atau mengantisipasi peristiwa yang tidak diinginkan datang 
dikemudian hari. 
Penelitian dilakukan dengan mengamati atau mengkaji paraturan 
perundang-undangan atau dokumen terkait isu hukum dan melakukan studi 
kepustakaan berupa buku literatur, artikel maupun jurnal yang berkaitan 
dengan kontrak kerja sama skema cost recovery, skema gross split, dan 
pengadaan barang/ jasa dalam kegiatan usaha hulu migas. 
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B. Pendekatan Penelitian 
Metode pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini 
adalah: 
1. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) 
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan melalui 
perundang-undangan (statute approach) untuk mengetahui atau 
menggambarkan isu hukum yang diteliti sehingga memudahkan 
peneliti untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka 
mengidentifikasi dan memahami penelitian ini yang didasari pada 
kekaburan atau kurang jelasnya pengaturan hukum dalam sistem 
hukum Negara Republik Indonesia. 
Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian normatif 
diperlukan karena aspek yang akan diteliti merupakan berbagai aturan 
hukum yang menjadi fokus sekaligus poin utama dalam suatu 
penelitian.
41
 Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara 
menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan 
isu hukum yang diketengahkan.
42
 Dalam peraturan perundang-
undangan yang akan diteliti dan ditelaah adalah peraturan terkait 
batasan pengadaan barang/ jasa yang mandiri kontrak kerja sama 
skema gross split bagi kontraktor BU dan BUT. 
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 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 






















Pendekatan melalui peraturan perundang-undangan ini dilakukan 
dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun 
penelitian hukum untuk kepentingan akademis.
43
 Hasil analisis hukum 
dari suatu penelitian hukum normatif yang menggunakan statute 
approach akan lebih akurat bila dibantu dengan satu atau lebih 
pendekatan lain yang cocok guna memperkaya pertimbangan-




2. Pendekatan Analisis (Analytical Approach) 
Pada penelitian ini diperlukan pendekatan analisis, yaitu dengan 
melakukan kajian terhadap bahan hukum agar dapat mengetahui 
makna atau istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-
undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapan dalam 
praktik dan/atau memahami putusan-putusan hakim.
45
 Bahwa tidak 
sedikit suatu kata atau definisi yang terkandung dalam suatu peraturan 
tidak jelas maknanya, maka terdapat kemungkinan makna yang 
diberikan pada suatu kata atau definisi tersebut sudah tidak memadai, 
baik oleh perkembangan zaman atau untuk memenuhi kepentingan 
sistem hukum. Oleh karena itu, diperlukan pemberian makna baru 
yang lebih jelas pada kata atau definisi yang ada untuk memperoleh 
kepastian hukum. Sementara menemukan makna pada suatu kata atau 
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C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 
Dalam suatu penelitian hukum, diperlukan adanya sumber-sumber 
penelitian yang akan digunakan dan terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yakni 
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. 
Adapun rincian dari masing-masing bahan hukum tersebut adalah sebagai 
berikut: 
1. Bahan Hukum Primer 
Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan berupa 
peraturan perundang-undangan, antara lain: 
1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. 
2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik 
Negara. 
3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas 
Bumi. 
4) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan. 
5) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha 
Hulu Minyak dan Gas Bumi. 
6) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan 
Barang/ Jasa Pemerintah. 
























7) Peraturan Menteri ESDM No. 8 Tahun 2017 Tentang Bagi Hasil 
Gross Split jo. Peraturan Menteri ESDM No. 52 Tahun 2017 
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM No. 8 Tahun 
2017. 
8) Peraturan Menteri BUMN No. 5 Tahun 2008 Tentang Pedoman 
Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa BUMN jo. Peraturan 
Menteri BUMN No. 15 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/ 
Jasa di BUMN. 
9) Pedoman Tata Kerja SKK Migas No. 007 Revisi 04  Tahun 2017 
Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa. 
2. Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum sekunder sebagai bahan pendukung dalam publikasi 
tentang hukum yang bukan termasuk dokumen-dokumen resmi meliputi 
buku, kamus hukum, dan jurnal hukum.
47
 Bahan hukum sekunder 
sebagai sumber tambahan atau literatur-literatur tambahan membantu 
memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer mengenai 
permasalahan yang dikaji oleh peneliti dalam penelitian ini, yaitu terdiri 
dari: 
1) Penjelasan Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik 
Indonesia 
2) Buku literatur mengenai Hukum Kegiatan Usaha Hulu Migas, dan 
Hukum Pengadaan Barang/ Jasa. 
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3) Jurnal-jurnal ilmiah tentang Hukum Kegiatan Usaha Hulu Migas, 
dan Hukum Pengadaan Barang/ Jasa. 
4) Artikel-artikel hukum yang berhubungan dengan pokok 
permasalahan dalam penelitian ini 
5) Hasil karya ilmiah seperti skripsi, tesis, dan disertasi yang 
berhubungan dengan penelitian ini 
6) Pendapat dari ahli atau pakar pada bidang yang terkait dengan 
permasalahan dalam penelitian ini 
3. Bahan Hukum Tersier 
Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang dapat memberikan 
petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan 
hukum sekunder, antara lain: 
a) Surat Kabar, atau Berita Online 
b) Profil Perusahaan dan lainnya 
 
D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum 
Dalam suatu penelitian hukum diperlukan teknik penelusuran bahan 
hukum terkait penelitian yang akan dikaji dengan menggunakan 2 (dua) 
metode, yakni: 
a. Studi Kepustakaan (Library Research) 
Teknik penelusuran studi kepustakaan diperoleh dari bahan hukum 
primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan isu hukum dalam 
penelitian ini. Selanjutnya dipelajari, dianalisis, dan dirumuskan ke dalam 






















perumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini berdasarkan teori-
teori atau prinsip-prinsip yang dapat digunakan sebagai pedoman. Disisi 
lain, peneliti akan mempelajari dan mengutip bahan hukum dari sumber-
sumber yang berupa peraturan perundang-undangan, penjelasan undang-
undang, dan literatur terkait. Bahan hukum tersebut diperoleh dari koleksi 
pribadi, koleksi Pusat Dokumentasi dan Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas 
Hukum Universitas Brawijaya, dan koleksi dari Perpustakaan Pusat 
Universitas Brawijaya. 
b. Internet 
Teknik penelusuran bahan hukum dengan cara mengakses website dan 
artikel atau jurnal-jurnal yang telah dipublikasikan melalui internet yang 
terkait dengan isu hukum yang peneliti kaji. Dari bahan hukum tersebut 
kemudian dipelajari, dianalisis, dan dirumuskan ke dalam suatu bahasan 
sistematis dan saling berkaitan dengan tema penelitian dan perumusan 
masalah yang dikaji dalam penelitian ini.
48
 Dimana selanjutnya peneliti 
dapat menemukan informasi dan pengetahuan baru terkait pengawasan 
SKK Migas dalam pengadaan barang dan jasa kontrak kerja sama skema 
gross split, dan landasan adanya pengadaan barang dan jasa kontrak kerja 
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E. Teknik Analisis Bahan Hukum 
Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
dengan interpretasi sistematis dan interpretasi gramatikal. Interpretasi 
sistematis atau logis merupakan penafsiran yang dilakukan dengan cara 
menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem 




Sedangkan melalui interpretasi gramatikal atau interpretasi menurut 
bahasa, penulis hendak memberikan penekanan pada pentingnya kedudukan 
bahasa dalam rangka memberikan makna terhadap suatu objek, yakni melalui 
penafsiran sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang 
dengan menguraikannya menurut bahasa, susunan kata arau bunyinya serta 
penerjemahan istilah-istilah yang ada, khususnya dalam kegiatan usaha hulu 
migas. Dari sini arti atau makna ketentuan undang-undang dapat ditafsirkan 
menurut bahasa sehari-hari atau yang umum dan juga logis.
50
  
Melalui metode interpretasi sistematis dan interpretasi gramatikal, 
peneliti menyusun bahan hukum yang berkaitan dari sumber-sumber 
penelusuran bahan hukum secara sistematis dengan penggambaran 
menyeluruh dan mendalam terhadap pengawasan SKK Migas dalam 
pengadaan barang dan jasa kontrak kerja sama skema gross split, dan 
landasan adanya pengadaan barang dan jasa kontrak kerja sama skema gross 
split melakukan pengadaan barang dan jasa secara mandiri., dengan cara 
melihat pada peraturan-peraturan hukum positif dan penjelasan dalam 
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peraturan perundang-undangan yang sesuai dan memiliki hubungan dengan 
kajian yang hendak diteliti Penulis. 
 
F. Definisi Konseptual 
a) Kegiatan Usaha Hulu Migas 
Kegiatan Usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha 
Eksplorasi dan Eksploitasi.
51
 Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan 
memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan 
memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja 
yang ditentukan.
52
 Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan 




b) Kontrak Kerja Sama 
Kontrak Kerja Sama atau KKS adalah Kontrak Bagi Hasil atau 
kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang 
lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.  Dengan begitu, seiring dengan 
perkembangan dan dinamika dalam industri hulu migas, kerap KKS 
dapat berganti skema guna menemukan skema yang paling 
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c) Skema Cost Recovery 
Kontrak Kerja Sama Skema Cost Recovery adalah Kontrak Bagi Hasil 
dalam kegiatan usaha hulu migas berdasarkan pembagian gross produksi 
dengan mekanisme pengembalian biaya operasi. Jadi secara prinsip, 
pengeluaran uang yang digunakan untuk operasi migas merupakan 
pengorbanan investor yang suatu saat diharapkan dapat dipulihkan ketika 
investasi membuahkan hasil (penerimaan atau revenue). Kontraktor KKS 
mendapatkan pengembalian biaya-biaya yang telah dikeluarkan dengan 
pengendalian dan pengawasan SKK Migas dengan 3 (tiga) tahap: yaitu 
saat awal akan terjadinya biaya (preaudit), saat eksekusi biaya dan 
pelaksanaan pekerjaan (current audit), dan setelah terjadi dan pekerjaan 
selesai dilakukan (postaudit). 
d) Skema Gross Split 
Kontrak Kerja Sama Skema Gross Split adalah Kontrak Bagi Hasil 
dalam kegiatan usaha hulu migas berdasarkan pembagian gross produksi 
tanpa mekanisme pengembalian biaya operasi. Dalam hal pengadaan 
barang dan jasa skema gross split,  pengadaan barang dan jasa dilakukan 
oleh kontraktor secara mandiri. Artinya, dalam melakukan kegiatan 
usaha hulu migas apabila mengalami kerugia atas biaya-biaya yang telah 
dikeluarkan untuk operasi, kerugian tersebut merupakan resiko yang 

























e) Pengadaan Barang/ Jasa Kontrak Kerja Sama 
Bentuk pengaturan pengadaan barang/ jasa dalam kegiatan usaha hulu 
migas mempunyai pengaturan tersendiri di lingkungan Kontraktor KKS 
Kegiatan Usaha Hulu Migas di wilayah Negara Republik Indonesia. 
Bentuk pengaturan tersendiri ini dibentuk oleh SKK Migas selaku Badan 
Pelaksana. Pembentukan pengaturan ini berdasarkan Peraturan 
Pemerintah No. 42 Tahun 2002 sesuai amanat Undang-undang Nomor 22 
Tahun 2001, yaitu SKK Migas mempunyai fungsi melakukan 
pengawasan terhadap Kegiatan Usaha Hulu Migas. Bentuk pengaturan 
pengadaan barang/ jasa dalam kegiatan usaha hulu migas, yaitu : 
Pedoman Tata Kerja 007 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Rantai Suplai 
Kontraktor Kontrak Kerja Sama, yang merupakan dasar pengaturan 




































A. Perbandingan Pengadaan Barang Kontrak Kerja Sama Skema Cost 
Recovery dengan Skema Gross Split 
1. Analisis Yuridis Pengadaan Barang dan Jasa Kontrak Kerja Sama 
Skema Cost Recovery 
Kontrak Kerja Sama (KKS) adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk 
kontrak kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang 
lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.
54
. Dengan begitu, seiring dengan 
perkembangan dan dinamika dalam industri hulu migas, kerap KKS 
dapat berganti skema guna menemukan skema yang paling 
menguntungkan Negara dan tercapainya kemakmuran rakyat yang 
sebesar-besarnya. 
Kontrak ini adalah kontrak pokok dalam kegiatan usaha hulu migas, 
latar belakang lahirnya kontrak ini adalah untuk mengatasi permasalahan 
keterbatasan modal, teknologi, dan sumber daya manusia dalam 
menjalankan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan migas dengan 
tujuan akhir membagi migas hasil ekstraksi.
55
 Selain itu, KKS adalah 
kontrak yang mengatur kerja sama antar pihak untuk melakukan 
eksplorasi dan eksploitasi, KKS merupakan juga kontrak bisnis, seperti 
halnya kontrak bisnis lain, KKS tersebut memuat pasal-pasal yang 
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Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 1 angka 19 
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menjabarkan perjanjian dan kesepakatan dari pihak-pihak yang 
berkontrak. Termasuk dalam hak dan kewajiban itu adalah mekanisme 
dan cara menghitung pembebanan biaya operasi serta penggunaan harga, 
dan mekanisme bagi produksi. Lebih dari itu, tentu kontrak juga memuat 
ketentuan dan mekanisme penyelesaian dispute atau ketidaksepahaman 
atas pelaksanaan kontrak.  
Oleh karena itu, penyusunan KKS dan kesepakatan yang diwujudkan 
dalam bentuk klausul KKS bersifat ekslusif antara para pihak yang 
bersepakat selama dalam bentuk klausul KKS tidak boleh melanggar 
ketentuan umum, tata aturan dan perundan-undangan yang berlaku, etika 
dan moral, serta melanggar ketertiban umum. Sehingga satu KKS dengan 
KKS yang lain sangat mungkin berbeda. Walaupun tidak menutup 
kemungkinan pokok-pokok isi kontrak pada beberapa kontrak WK Migas 
relatif sama, tetapi itupun tidak kemudian diartikan bahwa kontak-
kontrak tersebut adalah satu kontrak yang sama. Masing-masing kontrak 
tetap dikhususkan untuk masing-masing WK Migas dan hanya berlaku 
bagi para pihak yang menanda tangani kontrak tersebut. Dalam UU 
No.22 Tahun 2001, KKS ditandatangani oleh wakil pemerintah, yaitu 
Kepala SKK Migas selaku manajemen KKS dan diketahui oleh Menteri 
ESDM sebagai pemegang kuasa pertambangan selaku pihak pertama dan 
Kontraktor Kontrak Kerja Sama selaku pihak kedua. Dalam suatu satu 
KKS memiliki satu WK Migas dengan satu Kontraktor Kontrak Kerja 






















Untuk mengetahui konsep skema cost recovery, harus dipahami 
lebih dulu bahwa pemilik proyek hulu migas adalah pemerintah, 
sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2001 
bahwa kuasa pertambangan migas diserahkan oleh negara kepada 
Pemerintah. Selanjutnya, karena dalam pengusahaan migas pemerintah 
memiliki keterbatasan, tidak ada pilihan kecuali melakukan kerja sama 
dengan investor. Pola kerja sama, yang diwujudkan dalam bentuk kerja 
sama bagi produksi, mensyaratkan bahwa investor menyediakan 
teknologi dan tenaga ahli yang berpengalaman agar ekplorasi dapat 
berhasil.  
Industri migas memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan 
industri lainnya, karena industri migas adalah industri padat modal (high 
cost), padat teknologi (high technology), padat resiko (high risk) dan 
membutuhkan eksplorasi dan eksploitasi terus menerus. Untuk 
merealisasikan hal tersebut jelas dibutuhkan dana dalam jumlah yang 




Dana yang disediakan oleh kontraktor tersebut diperjanjkan dalam 
KKS akan dikembalikan apabila eksplorasi migas membuahkan hasil, 
yaitu penemuan cadangan migas yang komersial untuk dikembangkan. 
Jadi secara prinsip, pengeluaran uang yang digunakan untuk operasi 
migas merupakan pengorbanan investor yang suatu saat diharapkan dapat 
dipulihkan ketika inventasi membuahkan hasil (penerimaan atau 
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revenue). Kontraktor KKS mendapatkan kembali biaya-biaya yang telah 
dikeluarkan untuk melakukan ekplorasi dan eksploitasi yang sesuai 
dengan rencana kerja dan anggaran (Work Plan and Budget) yang telah 
disetujui oleh SKK Migas setelah menghasilkan produksi yang 
komersial. 
Selama ini, pengaturan cost recovery di dalam KKS hanya terdapat 
di lampiran C, mengenai prosedur akuntasi. Cara menentukan cost 
recovery dan metodenya tertuang dalam KKS lapiran C. Pengaturan lebih 
lanjut terdapat dalam PP No. 79 tahun 2010, dijabarkan  jenis-jenis biaya 
yang tidak boleh diperhitungkan sebagai cost recovery. Jadi, seluruh 
biaya yang berkaitan operasional usaha hulu migas dapat di-cost 
recovery, kecuali jenis-jenis biaya yang dikecualikan dalam PP 79 Tahun 
2010. Karena seluruh pengeluaran dan pengorbanan akan dipulihkan, 
maka seluruh biaya sejak masa eksplorasi sampai dengan produksi 
tersebut berasal dari bagian Pemerintah berupa penerimaan negara yang 
dapat diperhitungkan sebagai cost recovery, setelah mengeluarkan jenis-
jenis biaya yang dikecualikan dalam PP 79 tahun 2010. Dalam KKS 
dikenal dengan istilah unrecovery cost prior period.
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Namun, negara sadar pengembalian biaya operasi jadi salah satu 
faktor pengurangan penerimaan negara sehingga perlu dikendalikan dan 
diawasi. SKK Migas sebagai wakil negara dalam kontrak berperan 
dominan dalam pengendalian dan pengawasan tersebut. Pengendalian 
dan pengawasan ini tidak sematamata mengandalkan pengawasan fisik, 
























tetapi lebih penting daripada itu ialah memastikan setiap proses bisnis 
memiliki pengendalian internal (internal control). 
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Pada prinispnya, SKK Migas melakukan pengendalian dan 
pengawasan dalam tiga tahap, yaitu saat awal akan terjadinya biaya (pre 
audit); saat eksekusi biaya dan pelaksanaan pekerjaan (current audit) dan 




Pra audit dilakukan melalui pengawasan terhadap perencanaan yang 
dilakukan Kontraktor Kontrak Kerja Sama. Pengawasan perencanaan 
antara lain dilakukan melalui persetujuan rencana pengembangan 
lapangan atau Plan Of Development (POD) yang mencerminkan rencana 
jangka panjang Kontraktor Kontrak Kerja Sama. Pengawasan juga 
dilakukan pada saat penyusunan program kerja dan anggaran tahunan, 
yaitu melalui persetujuan Work Program and Budget (WP&B), dan juga 
ketika anggaran tersebut dilaksanakan dalam proyek-proyek. Pengawasan 
proyek itu dilakukan saat pertama kali kontraktor menyampaikan rencana 
proyek yang dituangkan dalam Authorization for Expenditure (AFE) 
yang juga mensyaratkan persetujuan SKK Migas. 
Dalam pembuatan rencana pengembangan lapangan, perlu adanya 
sejumlah persyaratan dan dokumen yang dibuat Kontraktor Kontrak 
Kerja Sama untuk diserahkan kepada SKK Migas dan mendapatkan 
persetujuan dari Kementerian ESDM. Penyusunan WP&B meliputi 
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ringkasan penjelasan (Budget Overview), anggaran tahunan (Annual 
Budget), rencana tahunan (Annual Plan) dan rencana pembangunan 
tenaga kerja (Personal Plan) serta waktu dan proses persetujuan. 
Penyusunan itu haruslah menggambarkan rangkuman seluruh 
rencanaaktivitas/ kegiatan anggaran tahunan (budget year overview) yang 
akan dilakukan selama tahun anggaran (budget year), meliputi sasaran, 
strategi pencapaianm faktor berpengaruh dan langkah kebijakan untuk 
mengatasi kemungkinan terjadi penyimpangan rencana
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WP&B yang diajukan kontraktor akan dianalisa oleh SKK Migas 
apakah telah memenuhi seluruh syarat yang berlaku. Setelah WP&B telah 
dinyatakan lengkap maka dapat dilakukan penandatanganan yang berarti 
persetujuan. Tetapi, apabila terdapat revisi maka akan diberikan 30 hari 
setelah rencana anggaran diterima dan persetujuan akan tetap diberikan. 
Apabila dalam pelaksanaannya terdapat perubahan budgeting, sebesar 10 
% atau melebihi angka US$ 500.000, maka perlu diajukan revisi WP&B. 
Dalam WP&B dikenal adanya dokumen utama dan dokumen 
pendukung. Dokumen utama mengandung rincian budget schedule. 
Sedangkan dokumen pendukung adalah dokumen yang tujuannya 
melengkapi dokumen utama. Dokumen pendukung berisi cover letter, 
check list & circular list, minutes of meeting, reference, and evaluation 
document dan AFE package documents. 
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Current Audit dilakukan melalui pengawasan atas mekanisme 
pengadaan dan pelaksanaan proyek. Pengawasan terhadap pengadaan 
dilakukan dengan menerapkan Pedoman Tata Kerja yang menjadi acuan 
bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama dalam pengadaan barang dan jasa. 
Yaitu Pedoman Tata Kerja 007 SKK Migas. 
Post Audit dilaksanakan dengan menggunakan prosedur auditing 
yang secara umum digunakan. Kontraktor Kontrak Kerja Sama secara 
internal melakukan audit atas laporan keuangan mereka. Audit terhadap 
Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang berkaitan dengan kepentingan 
pemerintah dilakukan oleh SKK Migas, Badan Pengawasan Keuangan 
dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan 
Direktorat Jendral Pajak. 
 
2. Analisis Yuridis Pengadaan Barang dan Jasa Kontrak Kerja Sama 
Skema Gross Split 
Skema Gross Split pertama kali diatur dalam Peraturan Menteri 
ESDM No. 08 Tahun 2017 tanggal 16 Januari 2017 Tentang Kontrak 
Bagi Hasil Gross Split. Peraturan Menteri ESDM tersebut merubah 
skema Kontrak Kerja Sama yang semula cost recovery, dengan 
dilatarbelakangi oleh perlunya pengaturan yang berorientasi pada 
peningkatan efisiensi dan efektivitas pola kontrak bagi hasil produksi 
Migas. Dan tujuan perubahan skema yang pertama adalah dengan 






















mengikuti bidding blok-blok baru dan karena semakin banyak investor 
berkompeten yang meninggalkan Indonesia.  
Tujuan lainnya adalah: 
a. Mendorong usaha eksplorasi dan eksploitasi yang lebih efektif dan 
cepat. 
b. Mendorong para kontraktor Migas dan Industri penunjang Migas 
untuk lebih efisien sehingga lebih mampu menghadapi gejolak hara 
minyak dari waktu ke waktu. 
c. Mendorong bisnis proses Kontraktor Kontrak Kerja Sama dan SKK 
Migas menjadi lebih sederhana dan akuntabel. Dengan demikian 
Sistem Pengadaan Barang dan Jasa lebih birokratis. 
d. Mendorong Kontraktor Kontrak Kerja Sama untuk mengelola biaya 
operasi dan investasinya dengan berpijak kepada sistem keuangan 
korporasi bukan sistem keuangan negara. 
Sehingga, Kontraktor Kontrak Kerja Sama harus mengelola biaya 
dengan baik dengan memperhatikan: 
a. Cost dan Risk Management 
b. The Best Cost and The Best Technology 
c. Investasi harus membaik semakin efisien dann efektif sehingga 
industri hulu Migas akan selalu dapat menghadapi konjungtur harga 


























Pada skema ini, pemerintah tidak lagi akan memperhatikan 
pengembalian biaya produksi sehingga bagi hasil akan dilakukan 
langsung pada tahap gross seperti sebelumnya skema cost recovery. 
Walaupun begitu, pemerintah tetap akan mengambil bagian hasil yang 
bahkan besaran split-nya telah ditetapkan di awal kontrak. Menurut 
Peraturan Menteri ESDM No. 08 Tahun 2017, yang dimaksud dengan 
Kontrak Bagi Hasil Gross Split ialah Kontrak Bagi Hasil dalam kegiatan 
usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan prinsip pembagian gross 
produksi tanpa mekanisme pengembalian biaya operasi. 
Peraturan Menteri ESDM No. 08 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi 
Hasil Gross Split merupakan suatu formulasi awal sebagai penyesuaian 
dihilangkannya mekanisme pengembalian biaya operasi kepada 
Kontraktor. Artinya dalam melakukan kegiatan usaha hulu migas setelah 
lahirnya Gross Split, kontraktor akan menanggung sendiri biaya 
produksi. Dan apabila mengalami kerugian atas biaya-biaya yang telah 
dikeluarkan untuk operasi, kerugian tersebut merupakan resiko yang 
harus ditanggung sendiri oleh Kontraktor. 
Bentuk pengaturan pengadaan barang dan jasa dalam Kontrak Kerja 
Sama Skema Gross Split dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama 
secara mandiri.
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 Pengadaan berdasarkan skema bisnis Gross Split 
dilakukan secara mandiri yang artinya tidak memerlukan pengawasan 
atas mekanisme pengadaan dan pelaksanaan proyek yang telah diatur 
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oleh SKK Migas untuk Kontrak Kerja Sama Skema Cost Recovery, yaitu 
dengan Pedoman Tata Kerja yang menjadi acuan bagi Kontraktor 
Kontrak Kerja Sama dalam pengadaan barang dan jasa (Pedoman Tata 
Kerja 007 SKK Migas). 
Terkait rencana kerja dan anggaran (Workplan and Budgeting) 
dalam skema Gross Split, Kontraktor Kontrak Kerja Sama tetap wajib 
menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada SKK 
Migas.
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 Tetapi berbeda dengan skema cost recovery, SKK Migas hanya 
akan melakukan evaluasi terhadap rencana kerja (workplan).
63
  
Dalam skema gross split tersebut, SKK Migas hanya dapat 
menyetujui atau menolak rencana kerja (workplan) yang disampaikan 
oleh Kontraktor dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari 
kerja setelah diterimanya dokumen rencana kerja yang lengkap.
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Sementara terkait penyampaian rencana anggaran (budgeting) 
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3. Perbandingan Pengadaan Barang dan Jasa Kontrak Kerja Sama 
Skema Cost Recovery dengan Skema Gross Split 
Berdasarkan hasil analisis peraturan dan pelaksanaan pengadaan 
barang dan jasa dalam skema cost recovery maupun skema gross split 
terdapat beberapa hal dasar yang diantaranya yaitu dalam 
pelaksanaannya, pada skema cost recovery seluruh biaya produksi harus 
ditanggung oleh Pemerintah. Adapun mengenai pengadaan barang dan 
jasan Kontrak Kerja Sama Skema Cost Recovery, pemerintah memiliki 
pengawasan dan pengendalian pengembalian biaya operasi tersebut. SKK 
Migas sebagai wakil negara dalam kontrak berperan dominan dalam 
pengendalian dan pengawasan tersebut. Sedangkan, dalam skema gross 




Adapun dengan berdasarkan analisis peraturan dan pelaksanaan 
Skema Cost Reecovery dengan Skema Gross Split dapat disajikan 
beberapa hal dalam tabel perbedaan antara peraturan dan pelaksanaan 
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Tabel 4. 1 
Perbandingan Pengadaan Barang dan Jasa Kontrak Kerja Sama 
Skema Cost Recovery dengan Skema Gross Split 
 
Aspek Pembeda 
Pengadaan Barang dan Jasa 
Kontrak Kerja Sama Skema 
Cost Recovery 
Pengadaan Barang dan Jasa 




Pasal 56 Peraturan Pemerintah 
No. 35 Tahun 2004 Tentang 
Kegiatan Usaha Hulu Minyak 
dan Gas Bumi 
Pasal 18 Ayat 2 Peraturan 
Menteri ESDM No. 08 Tahun 
2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil 
Gross Split 
Latar Belakang Karena dalam pengusahaan 
migas pemerintah memiliki 
keterbatasan, tidak ada pilihan 
kecuali melakukan kerja sama 
dengan investor. Pola kerja 
sama, yang diwujudkan dalam 
bentuk kerja sama bagi 
produksi, mensyaratkan bahwa 
investor menyediakan 
teknologi dan tenaga ahli yang 
berpengalaman agar ekplorasi 
dapat berhasil. Kemudian, 
dalam pengadaan barang dan 
jasa Kontraktor KKS 
mendapat pengembalian biaya-
biaya produksi yang telah 
dikeluarkan untuk melakukan 
eksplorasi dan eksploitasi. 
Karena perlunya pengaturan yang 
berorientasi pada peningkatan 
efisiensi dan efektivitas pola 
kontrak bagi hasil produksi 
Migas. Dan tujuan perubahan 
skema yang lain adalah dengan 
maksud menarik investor baru 
untuk meningkatkan minat 
investor untuk mengikuti bidding 
blok-blok baru dan karena 
semakin banyak investor 







Karakteristik Pengadaan mengacu pada 
ketentuan SKK Migas, yaitu 
PTK 007 
Pengadaan di kelola sendiri oleh 
masing-masing Kontraktor KKS 
Pengawasan dan 
Pengendalian 
SKK Migas melakukan 
pengendalian dan pengawasan 
dalam tiga tahap, yaitu saat 
awal akan terjadinya biaya 
(pre audit); saat eksekusi biaya 
dan pelaksanaan pekerjaan 
(current audit) dan terakhir, 
setelah biaya terjadi dan 
a. Pengawasan dan 
pengendalian menjadi lebih 
terbatas, semula dalam 
skema cost recovery harus 
dengan persetujuan SKK 
Migas terkait rencana kerja 
dan anggaran (workplan 
and budgeting) menjadi 
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 Kontraktor KKS mendapatkan kembali biaya-biaya produksi yang telah dikeluarkan untuk 
melakukan ekplorasi dan eksploitasi yang sesuai dengan rencana kerja dan anggaran (Work Plan 


























hanya ada perencanaan 
kerja (work & program) 
yang disampaikan kepada 
SKK Migas. 
b. Sehingga menghilangkan 
persetujuan mengenai 
WP&B secara utuh seperti 
pada skema cost recovery. 
c. Menghilangnya Current 
Audit 
d. Menghilangnya Post Audit 
e. Menghilangnya peran 
Pemerintah dalam 





 Pengembalian segala biaya 
operasi oleh Pemerintah 
a. Tidak ada pengembalian 
biaya produksi oleh 
Pemerintah 
b. Lebih efisien 
c. Lebih transparan 
d. Kurangi rantai birokrasi 
Kerugian
71
 a. Rentan disalahgunakan 
b. Birokrasi Panjang 
c. Inefisiensi 
Pengawasan SKK Migas 
berkurang 
Sumber : Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, diolah 2019 
Adapun berdasarkan tabel perbedaan diatas dapat dicermati bahwa 
terdapat perbedaan mendasar dalam Pengadaan Barang dan Jasa Kontrak 
Kerja Sama Skema Cost Recovery dengan Skema Gross Split. Selain itu 
juga terdapat dampak terbesar Skema Gross Split terhadap pengadaan 
barang dan jasa, yang diantaranya yaitu pengadaan barang dan jasa 
skema gross split dilakukan secara mandiri oleh kontraktor yang 
mengakibatkan mengubah peranan SKK Migas menjadi tidak memiliki 
kewenangan untuk mengontrol Kontraktor.  
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SKK Migas kehilangan dalam hal pengawasan pengadaan barang 
dan jasa, namun SKK Migas tetap melakukan pengawasan terhadap 
produksi, eksplorasi, keamanan dan keselamatan kerja, Tingkat 
Komponen Dalam Negeri (TKDN), hingga ke persoalan sumber daya 
manusia di kegiatan usaha hulu migas.
72
 
Berdasarkan analisa dalam penelitian, pengadaan barang dan jasa 
kontrak kerja sama skema gross split sudah tidak dibutuhkan fungsi 
pengawasan oleh SKK Migas. Perubahan skema kontrak kerja sama yang 
semula cost recovery  menjadi gross split tersebut merubah sistem 
keuangan kontraktor dalam mengelola biaya operasi dan investasinya 
untuk pengadaan barang dan jasa yang semula berpijak pada sistem 
keuangan negara menjadi sistem keuangan koorporasi. Dengan 
berlakunya skema gross split menjadikan lebih sederhana di dalam aspek 
administrasi terkait dengan penerimaan negara dan keuangan negara. 
Dengan skema gross split akan mendorong bisnis proses kontraktor dan 
SKK Migas menjadi lebih sederhana dan akuntabel. Dengan demikian 
sistem pengadaan yang birokratis (perencanaan, perizinan, dan 
pengawasan) dan perdebatan yang terjadi pada skema cost recovery 
menjadi berkurang, sehingga memberikan keleluasaan lebih kepada 
kontraktor yang dapat berdampak positif pada percepatan pelaksanaan 
kegiatan usaha sehingga lebih efektif dan kontraktor lebih independen 
dalam pengambilan keputusan bisnis. Sementara itu SKK Migas akan 
menjadi lebih fokus menjalankan fungsinya sebagai badan pengawas dan 
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pelaksana. dengan skema gross split yang mandiri, negara tidak lagi 
mengurangi penerimaan negara yang pada tahun 2017 untuk pembebanan 
cost recovery mencapai angka $10.4 miliar. Sementara bila skema gross 
split maka secara otomatis akan menghapus cost recovery sebagai beban 
negara melainkan dibebankan kepada kontraktor. Secara alami kontraktor 
harus mengelola biaya dengan baik dengan memperhatikan : cost dan 
risk management, the best cost and the best technology, dan 
meningkatkan efisiensi dan efektivitas. 
 
B. Landasan Adanya Pengadaan Barang dan Jasa Kontrak Kerja Sama 
Skema Gross Split Melakukan Pengadaan Barang dan Jasa Secara 
Mandiri 
1. Aspek Yuridis Sebagai Dasar Diperkenankannya Pengadaan Barang 
dan Jasa Skema Gross Split Secara Mandiri 
Kementerian ESDM sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung 
jawab di bidang energi dan sumber daya mineral mempunyai tugas 
menyelenggarakan urusan pemerintah untuk membantu Presiden dalam 
menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugasnya 
Kementerian ESDM menyelenggarakan beberapa fungsi, salah satunya 
yaitu menerbitkan peraturan perundang-undangan.
73
  
Peraturan perundang-undangan tersebut ditetapkan dalam bentuk 
Peraturan Menteri ESDM. Dalam salah satu Peraturan Menteri ESDM 
tersebut terdapat Peraturan Menteri ESDM No. 08 Tahun 2017 Tentang 
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Kontrak Bagi Hasil Gross Split, yang mana dalam penjelasan 
sebelumnya penulis dapat membandingkan pengadaan barang dan jasa 
skema gross split secara mandiri oleh kontraktor memiliki dampak 
mengubah peranan SKK Migas menjadi tidak memiliki kewenangan 
untuk mengontrol kontraktor. 
Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak diatur Peraturan 
Menteri dalam ketentuan Pasal 7ayat (1). Namun demikian, jenis 
peraturan tersebut keberadaannya diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 
12 Tahun 2011, yang menegaskan : 
 
Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh 
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan 
Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, 
Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan 
Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota, Bupati/ Walikota, 
Kepala Desa atau yang setingkat. 
 
Walaupun ketentuan di atas tidak menyebutkan secara tegas jenis 
peraturan perundang-undangan berupa “Peraturan Menteri”, namun frase 
“….Peraturan yang ditetapkan oleh … Menteri…” di atas, mencerminkan 
keberadaan Peraturan Menteri sebagai salah satu jenis peraturan 
perundang-undangan. Dengan demikian, Peraturan Menteri setelah 
berlakunya UU No. 12 Tahun 2011 telah diakui keberadaannya. 
Dan pada Pasal 8 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 menegaskan: 
Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat 
sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang 























Selanjutnya di dalam UU No. 12 Tahun 2011 secara jelas terlihat 
posisi atau kedudukan Peraturan Menteri tidak dicantumkan dalam 
Hierarki Peraturan Perundang-undangan, makna hierarki itu sendiri tidak 
lain adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan 
yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang 
lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-
undangan yang lebih tinggi. Tentu dalam UU No. 12 Tahun 2011 
tersebut Peraturan Menteri tidak bisa menggunakan asas pembentukan 
peraturan pembentukan perundang-undangan dengan asas lex superior 
derogat legi inferior yang artinya peraturan yang lebih tinggi 
mengesampingkan yang rendah, melainkan pada Peraturan Menteri 
menggunakan asas pembentukan peraturan perundang-undangan berupa 
asas lex specialis derogat legi generali yang artinya hukum yang bersifat 
khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. 
Berawal dari asas pembentukan peraturan perundang-undangan lex 
specialis derogat legi generali tersebut dapat dianalisis Peraturan 
perundang-undangan yang terkait dan sama-sama termasuk kedalam 
lingkungan hukum yang sama. Dalam hal ini adalah Peraturan Menteri 
ESDM No. 08 Tahun 2017 dengan Peraturan Perundang-undangan lain 
yang terkait, seperti  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UU No. 22 
Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, dan PP No. 35 Tahun 2004 






















Berikut beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas lex 
specialis derogat legi generalis, yaitu
74
: 
1. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum 
tetap berlaku kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum 
khusus tersebut; 
2. Ketentuan-ketentuan lex specialis harus sederajat dengan 
ketentuan-ketentuan lex generalis; 
3. Ketentuan-ketentuan lex specialis harus berada dalam lingkungan 
hukum (rezim) yang sama dengan lex generalis. 
Norma yang pertama memberi ruang atas peraturan pengadaan 
barang dan jasa kontrak kerja sama skema gross split secara mandiri oleh 
kontraktor adalah PP No. 35 Tahun 2004, terdapat dalam Pasal 24 ayat 
(1) dan ayat (2) yang menjelaskan bahwa : “Kegiatan Usaha Hulu 
dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan 
Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana”. 
Kontrak Kerja Sama sebagaimaa dimaksud dalam ayat (1) paling 
sedikit memuat persyaratan: 
a. Kepemilikan sumber daya Minyak dan Gas Bumi tetap ditangan 
Pemerintah sampai pada titik penyerahan 
b. Pengendalian manajemen atas operasi yang dilaksanakan oleh 
Kontraktor berada pada Badan Pelaksana 
c. Modal dan Resiko seluruhnya ditanggung oleh Kontraktor 
 
Terdapat juga dalam Pasal 58 ayat (3)  memberikan dasar pengaturan 
pengadaan barang dan jasa kontrak kerja sama skema gross split yang 
mandiri, yaitu sebagai berikut:  
Kontraktor yang melakukan Eksploitasi Minyak dan/ atau Gas Bumi 
sebgaimana dimaksud dalam ayat (1) menanggung seluruh biaya dan 
resiko dalam memproduksi Minyak dan/ atau Gas Bumi. 
                                                 
74






















Selanjutnya terdapat dalam Pasal 86 ayat (7) yang menjelaskan 
bahwa: 
Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (5), dilakukan oleh Badan Pelaksana melalui pengendalian 
manajemen atas pelaksanaan Kontrak Kerja Sama 
 
Lalu terdapat dalam Pasal 90, yaitu: 
Dalam rangka pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 86 ayat (5), Badan Pelaksana mempunyai tugas: 
a. Memberikan pertimbangan kepada Menteri atas kebijakannya 
dalam hal penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja serta Kontrak 
Kerja Sama. 
b. Melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama. 
c. Mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan 
yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu Wilayah Kerja 
kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan. 
d. Memberikan persetujuan rencana pengembangan lapangan selain 
sebagaimana dimaksud dalam huruf c. 
e. Memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran. 
f. Melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada Menteri 
mengenai pelaksanaan Kontrak Kerja Sama. 
g. Menunjuk penjual Minyak Bumi dan/ atau Gas Bumi bagian 
Negara yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya 
bagi negara. 
 
Dan selanjutnya terdapat dalam Pasal 98, yaitu: 
Dalam memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf e, Badan Pelaksana 
harus mempertimbangkan: 
a. Rencana jangka panjang 
b. Keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan 
c. Upaya peningkatan cadangan dan produksi minyak dan gas 
bumi 
d. Teknis kegiatan dan kewajaran unit biaya dari setiap kegiatan 
yang akan dilakukan 
e. Upaya efisiensi 
f. Rencana pengembangan lapangan yang sudah disetujui 
g. Tata waktu kegiatan dan berakhirnya Kontrak Kerja Sama 
h. Keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan 
hidup 
i. Penggunaan dan pengembangan tenaga kerja serta pembinaan 
hubungan industrial 



























Norma yang kedua memberi ruang atas peraturan pengadaan barang 
dan jasa kontrak kerja sama skema gross split secara mandiri oleh 
kontraktor adalah UU No. 22 Tahun 2001, terdapat dalam Pasal 1 angka 
19 yang menjelaskan bahwa:  
Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak 
kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih 
menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat 
 
Terdapat juga dalam Pasal 1 angka 23, yang menjelaskan bahwa: 
“Badan Pelaksana adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan 
pengendalian Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi”. 
Selanjutnya terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) memberikan dasar 
pengaturan sebagai berikut: (1) “Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan dan dikendalikan melalui 
Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19”. 
(2) Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling 
sedikit memuat persyaratan: 
a. Kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan Pemerintah 
sampai pada titik penyerahan 
b. Pengendalian manajemen operasi berada pada Badan Pelaksana 
c. Modal dan risiko seluruhnya ditanggung Badan Usaha atau 
Bentuk Usaha Tetap. 
 
Dan terdapat dalam Pasal 44, yaitu: 
(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Kegiatan 
Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 
dilaksanakan oleh Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat (3). 
(2) Fungsi Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
melakukan pengawasan terhadap Kegiatan Usaha Hulu agar 
pengambilan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi milik negara 
dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi 
negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat 























a. Memberikan pertimbangan kepada Menteri atas 
kebijaksanaannya dalam hal penyiapan dan penawaran Wilayah 
Kerja serta Kontrak Kerja Sama 
b. Melaksanakan penandatangan Kontrak Kerja Sama 
c. Mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan 
yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu Wilayah Kerja 
kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan 
d. Memberikan persetujuan rencana pengembangan lapangan 
selain sebagaimana dimaksud dalam huruf c 
e. Memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran 
f. Melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada Menteri 
mengenai pelaksanaan Kontrak Kerja Sama 
g. Menunjuk penjual Minyak Bumi dan/ atau Gas Bumi bagian 
negara yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya 
bagi negara. 
 
Norma yang ketiga memberi ruang atas peraturan pengadaan barang 
dan jasa kontrak kerja sama skema gross split secara mandiri oleh 
kontraktor adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat dalam 
Pasal 1233 yang menjelaskan bahwa: “Perikatan lahir karena suatu 
persetujuan atau karena undang-undang”, Selanjutnya juga terdapat 
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu Pasal 1338 yang 
berbunyi: 
Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku 
sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan 
itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah 
pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. 
Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. 
 
Maka, secara yuridis pengadaan barang dan jasa skema Gross Split 
tersebut dapat diperbolehkan melakukan pengadaan barang dan jasa 
secara mandiri menggunakan pedoman internal pengadaan barang dan 
jasa, karena terkait dengan gross split ini ditinjau dari tinjauan formil dan 
materil (substantif), konsep Kontrak Bagi Hasil Gross Split sebagaimana 






















memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 2001 
Tentang Minyak dan Gas Bumi. 
Hal formil yang dimaksud telah terpenuhi adalah Kontrak Bagi Hasil 
Gross Split masuk ke dalam definisi dari Kontrak Kerja Sama 
sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 19 UU No. 22 Tahun 2001, 
yaitu:  
Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk Kontrak 
Kerja Sama Lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang 
lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk 
sebesar-besar kemakmuran rakyat. 
 
Hal materil (subtantif) yang dimaksud telah terpenuhi adalah 
Kontrak Bagi Hasil Gross Split telah memenuhi syarat-syarat substantif 
yang diatur dalam Pasal 6 UU No. 22 Tahun 2001, yaitu tentang syarat-
syarat utama Kontrak Kerja Sama: 
a. Kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan Pemerintah 
sampai pada titik penyerahan 
b. Pengendalian manajemen operasi berada pada Badan Pelaksana 
c. Modal dan risiko seluruhnya ditanggung Badan Usaha atau 
Bentuk Usaha Tetap 
 
Kalau kita mengambil contoh Wilayah Kerja ONWJ sebagai 
Wilayah Kerja pertama yang menerapkan sistem Gross Split, selain dari 
pada hal formil dan substantif diatas, pasal-pasal di dalam Kontrak Bagi 
Hasil Gross Split yang telah ditandatangani untuk Wilayah Kerja ONWJ 
telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 11 ayat 3, UU. No. 
22 Tahun 2001, yaitu : 
Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib 
memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu: penerimaan 
negara; wilayah kerja dan pengembaliannya; kewajiban pengeluaran 
dana; perpindahan kepemilikan hasil produksi atas Minyak dan Gas 
























Dalam Permen ESDM No. 08 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi 
Hasil Gross Split pada pokoknya mengatur mengenai wilayah kerja yang 
berakhir masa kontraknya dan tidak diperpanjang akan menggunakan 
kontrak bagi hasil gross split. Sedangkan wilayah kerja yang habis 
kontraknya dan diperpanjang, maka pemerintah dapat menetapkan 
bentuk kontrak kerja sama semula (skema cost recovery) atau skema 
gross split. Menteri ESDM nantinya menetapkan bentuk dan ketentuan-
ketentuan pokok kontrak bagi hasil gross split. Kontrak ini setidaknya 
memuat tiga persyaratan. Pertama, kepemilikan sumber daya alam tetap 
di tangan pemerintah sampai titik penyerahan. Kedua, pengendalian 




2. Aspek Sosiologis Sebagai Faktor Penyebab Diperkenankannya 
Pengadaan Barang dan Jasa Kontrak Kerja Sama Skema Gross Split 
Secara Mandiri 
Sejak membuka mata dan mengawali hari, aktivitas manusia tidak 
lepas dari kebutuhan energi. Dari penggunaan listrik di rumah, memasak, 
hingga berkendara sehari-hari. Semua energi yang dimanfaatkan itu 
mempunyai asal. Sampai hari ini, sumber utama energi kita adalah minyak 
dan gas bumi. Asalnya ada di bawah tanah yang kita pijak, dan bahkan di 
dasar lautan yang kita seberangi. Sumber migas itu harus dicari, diambil, 
lalu diolah, sebelum dapat digunakan, yang selanjutnya minyak bumi akan 






















dipakai untuk beragam kebutuhan, mulai dari pembangkit listrik, pabrik 
pupuk, sampai industri seperti pengolahan produk makanan-minuman dan 
pembuatan keramik. 
Mengenai kekayaan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan saat 
ini, Indonesia hanya punya 3,6miliar barrel cadangan minyak terbukti atau 
0,2% dari total cadangan minyak dunia yaitu 1.698 miliar barrel. Dan 
100,3 triliun kaki kubik (TCF) cadangan gas atau 1,5% dari total cadangan 
gas dunia 6.599 TCF. Padahal, kebutuhan minyak mentah saja di dalam 
negeri mencapai kira-kira 1,6 juta barrel per hari.
75
 Sedangkan, produksi 
nasional hanya berkisar 834 ribu barrel per hari.
76
 Oleh sebab itu, maka 
tanpa ada tambahan cadangan migas baru, cadangan terbukti Indonesia 
tidak akan mencukupi kebutuhan energi nasional. 
Namun, selama ini belum ada penambahan untuk cadangan migas 
terbukti, sedangkan diperkirakan cadangan minyak Indonesia hanya cukup 
untuk 12 tahun dan cadangan gas akan habis 37,8 tahun lagi. Agar 
kegiatan usaha hulu migas berkelanjutan, hal ini hanya bisa terwujud bila 
eksplorasi meningkat, dan waktu dari penemuan sumber migas baru ke 
produksi juga dipercepat. Eksplorasi adalah aktivitas studi geologi, 
geofisika, survei seismik, dan pengeboran untuk menemukan cadangan 
migas baru. Kegiatan ini memerlukan biaya besar, waktu yang lama, serta 
mengandung risiko dan ketidakpastian yang tinggi. 
Dalam menjalankan kegiatan usaha hulu migas mulai dari eksplorasi 
baru maupun mengembangkan cadangan yang sudah ditemukan, Indonesia 
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membutuhkan investasi. Keikutsertaan investor dan Kontraktor Kontrak 
Kerja Sama adalah pembuka jalan dan membantu berlangsungnya kegiatan 
eksplorasi. Hal ini membuat kegiatan usaha hulu migas memiliki 
karakteristik yang berbeda dengan kegiatan usaha lainnya karena usaha ini 
merupakan bisnis negara. Jika dalam bidang usaha lain, negara menerima 
penerimaan dari pajak yang dibayarkan pengusaha, dalam bisnis hulu 
migas, negara tidak hanya menerima setoran pajak, tetapi juga penerimaan 
langsung dari produksi migas yang dihasilkan. 
Dalam menjalankan pengelolaan kegiatan usaha hulu migas, Indonesia 
menggunakan sistem kontrak untuk pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi 
migas. Penggunaan sistem kontrak dalam kegiatan usaha hulu 
menimbulkan karakteristik kegiatan usaha hulu yang berada pada ranah 
hukum privat dan publik. Indonesia menerapkan Production Sharing 
Contract (PSC) atau sering juga disebut Kontrak Kerja Sama (KKS). 
Sistem KKS menjadi pilihan yang tepat untuk bisnis hulu migas yang 
memiliki beberapa karakteristik utama yaitu: Pertama, pendapatan baru 
dierima bertahun-tahun setelah pengeluaran direalisasikan. Kedua, bisnis 
ini memiliki risiko dan ketidak pastian yang tinggi. Ketiga, melibatkan 
teknologi canggih. Keempat, usaha hulu migas memerlukan investasi yang 
sangat besar atau padat modal.  
Namun, dibalik semua risiko tersebut, industri ini memiliki karakter 
lain, yaitu menjanjikann keuntungan yang sangat besar. Idealnya, kontrak 
yang digunakan adalah yang mampu menyiasati tantangan dan meraih 






















besar, maka sektor hulu migas merupakan dapurnya. Di dalamnya SKK 
Migas berperan sebagai pemimpin dapur, dan Kontraktor Kontrak Kerja 
Sama menjadi Kokinya. Agar seluruh penghuni rumah bisa terus 
beraktivitas, pasokan makanan perlu terus diracik dan dihidangkan. 
 Sebagai pemimpin dapur, SKK Migas bertugas mengawasi dan 
memastikan semua proses di dapur negara berjalan dengan baik. 
Sementara itu, Kontraktor KKS bekerja mengolah “hidangan” alias 
produksi migas agar bisa dinikmati oleh seluruh penghuni rumah. Kontrak 
Kerja Sama menjadi model perjanjian bagi hasil antara negara dan 
Kontraktor Kontrak Kerja Sama, sekaligus memperlihatkan transparansi 
data terkait produksi, biaya produksi, serta penerimaan minyak dan gas. 
Pada saat yang sama, skema kerja sama Kontrak Kerja Sama memastikan 
alur eksplorasi dan eksploitasi migas Indonesia berjalan lancar sehingga 
memenuhi kebutuhan energi untuk negeri. 
Namun, menarik investor tidak semudah itu, para investor butuh iklim 
yang kondusif untuk berinvestasi, tak terkecuali di Indonesia. Para 
Investor dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama membutuhkan kejelasan 
dalam hal: 
1. Sosial, yang artinya Investor dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama 
mendapat dukungan secara jelas dari masyarakat sekitar wilayah kerja 
bagi kegiatan usaha hulu migas. 
2. Perizinan, yang artinya Investor dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama 
mendapat kejelasan dalam hal perizinan. Contohnya: Pengurusan izin 






















3. Keamanan, yang artinya Investor dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama 
mendapat kejelasan dalam hal keamanan. Contohnya: Jauh dari risiko 
pencurian penyaluran migas, pencurian pipa, serta perusakan fasilitas 
operasi. 
4. Birokrasi, yang artinya Investor dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama 
mendapat sistem kerja birokrasi yang profesional dan cepat sesuai 
tuntutan dunia usaha. Ditambah lagi, adanya kordinasi lebih baik antar 
instansi Pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. 
5. Regulasi, yang artinya Investor dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama 
mendapatkan kejelasan berupa peraturan yang jelas dan pasti. 
Contohnya: Kebijakan fiskal yang memberikan insentif bagi kegiatan 
usaha hulu migas, terutama pada fase eksplorasi yang penuh risiko. 
 
Terbukti, sejak 2017 lalu Pemerintah resmi mengeluarkan kebijakan 
perubahan skema cost recovery menjadi skema gross split. Penerapan 
skema gross split tersebut terbukti dapat meningkatkan eksplorasi minyak 
dan gas bumi yang berujung pada peningkatan investasi. Berdasarkan data 
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dari 10 wilayah 
kerja migas yang dilelang pada 2017, lima wilayah kerja mendapatkan 
pemenang dengan skema gross split. Padahal, semasa lelang wilayah kerja 
























Tak berhenti disana, dengan skema gross split, penerimaan migas 
pada 2018 hingga semester 1 lebih tinggi 3,5 miliar dollar AS 
dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Dan hingga saat ini di 
Indonesia, ada 40 Wilayah Kerja Migas dengan Kontrak Kerja Sama 
Skema Gross Split, dengan rincian blok hasil lelang sebanyak 14 Wilayah 
Kerja, 21 Wilayah Kerja yang sudah habis tanggal berakhir kontraknya 
atau terminasi, dan sebanyak 5 Wilayah Kerja adalah amandemen Kontrak 
yang semula dengan Skema Cost Recovery.
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 Hal tersebut tentunya 
berdampak positif bagi keuangan negara selain untuk mencukupi 
kebutuhan energi nasional. 
 
3. Nilai-nilai dalam Pengadaan Barang dan Jasa Sebagai Kesesuasian 
Pengadaan Barang dan Jasa Kontrak Kerja Sama Skema Gross Split 
Secara Mandiri dengan Prinsip Dasar Pengadaan Barang dan Jasa 
dalam Pasal 6 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang 
Pengadaan Barang dan Jasa 
Pengadaan barang dan jasa skema gross split secara mandiri oleh 
kontraktor tersebut dalam pelaksanaannya hanya akan didasari oleh 
pedoman pengadaan barang dan jasa yang dibuat sendiri oleh kontraktor 
sendiri. Sedangkan peraturan perundang-undangan terkait pengadaan 
barang dan jasa telah mengalami banyak perubahan, sampai yang terakhir 
saat ini terdapat Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang 
Pengadaan Barang  dan Jasa. 
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Perubahan yang terdapat dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 
2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa sendiri di latar belakangi karena 
perlunya pengaturan yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang 
sebesar-besarnya (value for money) dan kontribusi dalam peningkatan 
penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha 
Kecil, dan Usaha Menengah serta pembangunan berkelanjutan. 
Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang 
dan Jasa secara keseluruhan memiliki pokok perubahan dari yang 
sebelumnya, yaitu: 
1. Hanya mengatur hal yang bersifat normatif. 
2. Menghilangkan bagian penjelasan. 
3. Standar dan prosedur diatur dalam peraturan LKPP dan Peraturan 
Kementerian Sektoral Terkait. 
4. Strktur lebih sederhana. 
5. Menerapkan praktek-praktek terbaik dalam melaksanakan pengadaan 
barang dan jasa. 
Pedoman pengadaan barang dan jasa skema gross split secara mandiri 
milik kontraktor tersebut sangat kental dengan ketentuan konfidensial atau 
bersifat rahasia dan terbatas untuk kalangan tertentu. Untuk itu penulis 
hanya menganalisis berdasarkan nilai-nilai dalam pedoman pengadaan 
barang dan jasa internal milik salah satu kontraktor hulu migas, yang akan 
ditinjau dengan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan 
Barang dan Jasa. Selanjutnya penulis akan menganalisis terkait Tujuan, 

























Tujuan dalam pedoman pengadaan barang dan jasa internal milik 
salah satu kontraktor hulu migas adalah sebagai berikut:  
Pedoman ini dimaksudkan untuk menyamakan pola pikir dan 
pengertianm serta merupakan pedoman pelaksaan teknis dan administratif 
yang jelas, sehingga memudahkan bagi para  perencana, pelaksana, serta 
pengawas dalam proses pengadaan baran/ jasa, sesuai fungsi, tugas, hak 
dan kewajiban serta peran masing-masing, dengan tujuan untuk: 
1. Memperoleh barang/ jasa yang dibutuhkan dalam jumlah, kualitas, 
harga, waktu dan tempat yang tepat, secara efektif dan efisie dengan 
persyaratan dan kondisi kontrak yang jelas serta dapat 
dipertanggungjawabkan 
2. Menciptakan nilai tambah 
3. Menyederhakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan 
4. Meningkatkan kemandirian, tanggung jawab dan profesionalisme 
5. Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri 
6. Melakukan pembinaan terhadap Penyedia Barang/ Jasa 
Selanjutnya terkait prinsip dasar pengadaan barang dan jasa dalam 
pedoman pengadaan barang dan jasa internal milik salah satu kontraktor 
hulu migas adalah sebagai berikut: 
1. Adil, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon 






















2. Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran dan dapat 
dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi 
penyalahgunaan dan penyimpangan. 
3. Berwawasan HSE, berarti memenuhi dan memerhatikan aspek-aspek 
kesehatan dan keselamatan kerja serta lindungan lingkungan yang 
mengacu pada Contractor Safety Management System (CSMS). 
4. Efektif, berarti Pengadaan Barang/ Jasa harus sesuai dengan kebutuhan 
yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya 
sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. 
5. Efisien, berarti Pengadaan Barang/ Jasa harus diusahakan untuk 
mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat 
dengan menggunakan dana, daya, fasilitas seminimal mungkin secara 
wajar dan bukan hanya didasarkan pada harga terendah serta dapat 
dipertanggung jawabkan. 
6. Integritas, berarti pelaksana Pengadaan Barang/ Jasa harus 
berkomitmen penuh untuk memenuhi etika pengadaan. 
7. Kehati-hatian, berarti senantiasa memperhatikan atau patut menduga 
terhadap informasi atau tindakan atau bentuk apapun sebagai langkah 
antisipasi untuk menghindari kerugian material dan imaterial selama 
proses pengadaan, proses pelaksanaan/ pekerjaan, dan paska 
pelaksanaan pekerjaan. 
8. Kemandirian, berarti suatu keadaan dimana Pengadaan Barang/ Jasa 
dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/ 






















9. Kompetitif, berarti harus dilakukan melalui seleksi dan persaingan yang 
sehat diantara Penyedia Barang/ Jasa yang setara dan memenuhi syarat/ 
kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan 
transparan. 
10. Transparan, berarti sema ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan 
Barang/ Jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara 
evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon Penyedia Barang/ Jasa, sifatya 
terbuka bagi Penyedia Barang/ Jasa yang berminat. 
Selanjutnya terkait etika pengadaan barang dan jasa dalam pedoman 
pengadaan barang dan jasa internal milik salah satu kontraktor hulu migas 
adalah sebagai berikut: 
Pejabat Berwenang, Fungsi Pengguna, Panitia Pengadaan, Panitia 
Sertifikasi, Fungsi Pengadaan, Penyedia Barang/ Jasa dan para pihak 
terkait dalam pelaksaan Pengadaan Barang/ Jasa harus memenuhi etika 
Pengadaan Barang/ Jasa, yaitu: 
1. Melaksanakan tugas secara tertib, penuh rasa tanggung jawab, demi 
kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/ Jasa. 
2. Bekerja secara profesional dengan menjunjung tinggi kejujuran, 
kemandirian dan menjaga informasi yang bersifat rahasia. 
3. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung 
dalam pelaksanaan proses pengadaan atau penetapan pemenang, yang 
mengakibatkan persaingan yang tidak sehat, penurunan kualitas proses 






















4. Bertanggung jawab terhadap segala keputusan yang ditetapkan sesuai 
dengan kewenangannya. 
5. Mencegah terjadinya pertentangan/ benturan kepentingan (conflict of 
interest) pihak-pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung 
dalam proses pengadaan. 
6. Mencegah terjadinya kebocoran keuangan dan kerugian. 
7. Tidak menyalahgunakan wewenang dan melakukan kegiatan bersama 
dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain 
yang secara langsung atau tidak langsung merugikan. 
8. Tidak menerima hadiah, imbalan atau berupa apa saja dari siapapun 
yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan Pengadaan 
Barang/ Jasa. 
9. Tidak melakukan praktek penipuan yaitu menghilangkan dan 
memalsukan suatu fakta dengan tujuan memengaruhi jalannya suatu 
proses pengadaan atau penentuan penetapan pemenang. 
10. Tidak melakukan praktek kolusi yaitu membuat suatu skema atau 
pengaturan antara dua atau lebih Penyedia Barang/ Jasa, dengan atau 
tanpa sepengetahuan pelaksana pengadaan, dengan tujuan untuk 
mengatur harga penawaran yang tidak kompetitif atau tidak 
mencerminkan harga pasar. 
11. Tidak mencelakan atau mengancam untuk membuat celaka, secara 
langsun atau tidak langsung, orang/ pelaksana pengadaan, atau 






















lainnya dalam suatu proses pengadaan, atau penentuan penetapan 
pemenang. 
Dan yang terakhir adalah kebijakan umum dalam pedoman pengadaan 
barang dan jasa internal milik salah satu kontraktor hulu migas adalah 
sebagai berikut: 
1. Mengutamakan penggunaan Metode Hybrid dalam proses Pengadaan 
Barang/ Jasa dengan pertimbangan keekonomian terbaik 
(mengutamakan pabrikan, skala keekonomian, Total Cost of 
Ownership, dll), melalui sinkronisasi Fungsi Pengadaan seluruh 
Fungsi/ Unit Operasi/ Direktorat. 
2. Memastikan bahwa perencanaan kebutuhan barang/ jasa disiapkan 
secara matang oleh setiap Fungsi Pengguna dengan cara mengelola 
RKAP yang disusun dalam bentuk rencana Pengadaan Barang/ Jasa 
(TOR) yang siap diproses dan dapat dikonsolidasikan secara direktorat 
dan/ atau korporat sesuai cakupannya. 
3. Memastikan bahwa proses Pengadaan Barang/ Jasa dilaksanakan 
dengan mengikuti prinsip dasar dan etika Pengadaan Barang/ Jasa. 
4. Memastikan bahwa proses Pengadaan Barang/ Jasa mengikuti 
pedoman/ prosedur Pengadaan Barang/ Jasa dan tidak bertentangan 
dengan ketentuan lainnya yang lebih tinggi. 
5. Dilarang memecah paket pengadaan barang/ jasa menjadi beberapa 






















6. Memastikan bahwa Pengadaan Barang/ Jasa dilakukan oleh Penyedia 
Barang/ Jasa yang telah dievaluasi secara teknikal, HSE dan finansial 
serta dapat dipertanggungjawabkan dalam hal biaya dan kualitas. 
7. Memastikan bahwa HSE Plan menjadi bagian yang dievaluasi dalam 
persyaratan HSE yang ditawarkan oleh Penyedia Barang/ Jasa pada 
Pengadaan Barang/ Jasa yang memiliki risiko terhadap aspek HSE 
berkategori menengah dan tinggi. 
8. Memastikan HSE Plan yang telah disepakati dalam proses pengadaan 
barang/ jasa diimplementasikan oleh Penyedia Barang/ Jasa pada 
tahap pelaksanaan pekerjaan dan dievaluasi kinerja HSE-nya sesuai 
dengan ketentuan manajemen kinerja Penyedia Barang/ Jasa yang 
berlaku. 
9. Bila hasil evaluasi akhir kinerja Penyedia Barang/ Jasa tidak sesuai 
dengan HSE Plan yang telah disepakati (kinerja HSE Plan <90%), 
maka level/ peringkat CSMS-nya diturunkan satu level sesuai 
ketentuan yang berlaku. 
10. Memastikan proses Pengadaan Barang/ Jasa dilaksanakan secara 
kompetitif dengan tetap memerhatikan aspek keekonomian dan 
efisiensi pelaksanaan. 
11. Pemanfaatan/ optimalisasi teknologi informasi yang dimiliki dalam 
setiap tahapan proses pengadaan, termasuk saat melakukan 
perencanaan dengan Business Intelligent for Procurement serta proses 






















12. Sedapat mungking menggunakan model Kontrak (term & condition) 
yang telah ditetapkan. 
13. Mengupayakan Pengadaan Barang/ Jasa dilaksanakan dengan 
menggunakan format kontrak dan ketentuan yang telah disiapkan oleh 
Fungsi Hukum. 
14. Mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun 
dan perekayasaan nasional, serta perluasan kesempatan bagi usaha 
kecil, sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat 
dipertanggungjawabkan. 
15. Mengutamakan sinergi Pertamina Incorporated dan/ atau sinergi 
BUMN sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat 
dipertanggungjawabkan. 
16. Menandatangani Pakta Integritas (letter of undertaking) sesuai format 
yang terdapat pada lampiran 4 untuk setiap proses Pengadaan Barang/ 
Jasa. 
17. Pengadaan barang yang masuk dalam kategori Harta Benda Modal 
(HBM) agar memperhatikan ketentuan yang berlaku. 
18. Memastikan implementasi Penilaian Kinerja Penyedia Barang/ Jasa 
untuk mendapatkan Penyedia Barang/ Jasa yang beritikad baik, 
mampu dan jujur dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang 
menjadi tanggung jawabnya. 
Kemudian di dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 terdapat 























Pengadaan Barang/ Jasa bertujuan untuk: 
a. Menghasilkan barang/ jasa yang tepat dari setiap uang yang 
dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, 
dan Penyedia. 
b. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. 
c. Meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha 
Menengah. 
d. Meningkatkan peran pelaku usaha nasional. 
e. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/ jasa 
hasil penelitian. 
f. Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif. 
g. Mendorong pemerataan ekonomi, dan 
h. Mendorong Pengadaan Berkelanjutan. 
Kemudian di dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 terdapat 
Pasal 6 yang menjelaskan prinsip pengadaan barang/ jasa adalah sebagai 
berikut: 






























Kemudian di dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 terdapat 
Pasal 7 yang menjelaskan etika pengadaan barang/ jasa adalah sebagai 
berikut: 
1. Semua piak yang terlibbat dalam Pengadaan Barang/ Jasa mematuhi 
etika sebagai berikut: 
a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab 
untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan 
Pengadaan Barang/ Jasa. 
b. Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan 
informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk 
mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/ Jasa. 
c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak 
langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat. 
d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang 
ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait. 
e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan 
pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, 
yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan 
Barang/ Jasa. 
f. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan 
negara. 























h. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan 
untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan 
apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut 
diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/ Jasa. 
2. Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf e, dalam hal: 
a. Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada suatu badan 
usaha, merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau 
personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti Tender/ 
Seleksi yang sama. 
b. Konsultan perencana/ pengawas dalam Pekerjaan konstruksi 
bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang 
direncakannya/ diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan 
pengadaan pekerjaan terintegrasi. 
c. Konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan 
perencana. 
d. Pengurus/ manajer koperasi merangkap sebagai PPK/ Pokja 
Pemilihan/ Pejabat Pengadaan pada pelaksanaan Pengadaan 
Barang/ Jasa di Kementerian/ Lembaga/ Perangkata Daerah. 
e. PPK/ Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan baik langsung maupun 
tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha 
Penyedia, dan/ atau. 
f. Beberapa badan usaha yang mengikuti Tender/ Seleksi yang 






















pihak yang sama, dan/ atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% 
(lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama. 
Dan yang terakhir adalah kebijakan pengadaan barang / jasa di dalam 
Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 terdapat Pasal 5 adalah sebagai 
berikut: 
Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa meliputi: 
a. Meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/ Jasa. 
b. Melaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa yang lebih transparan, 
terbuka, dan kompetitif 
c. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia 
Pengadaan Barang/ Jasa 
d. Mengembangkan E-marketplace Pengadaan Barang/ Jasa 
e. Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta 
transaksi elektronik 
f. Mendorong penggunaan barang/ jasa dalam negeri dan Standar 
Nasional Indonesia (SNI) 
g. Memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan 
Usaha Menengah 
h. Mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif, dan 

























Dengan begitu dapat dianalisa bahwa antara pedoman pengadaan 
barang dan jasa internal milik salah satu kontraktor hulu migas dengan 
Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan 
Jasa memiliki harmonisasi yang baik. Dan mengenai prinsip dasar 
pengadaan barang dan jasa, dalam pedoman pengadaan barang dan jasa 
internal milik salah satu kontraktor hulu migas tersebut tetap memenuhi 
ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang 
Pengadaan Barang dan Jasa, hanya saja terdapat perbedaan terminologi 
mengenai istilah “Terbuka” menjadi “Akuntabel” dan istilah “Bersaing” 
menjadi “Kompetitif”.  
Terlebih lagi dengan ciri khas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 
Tentang Pengadaan Barang dan Jasa yaitu bertujuan memberikan 
pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money) serta 
pembangunan yang berkelanjutan. Sehingga, pedoman pengadaan barang 
dan jasa internal milik salah satu kontraktor hulu migas tetap memenuhi 
ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang 
Pengadaan Barang dan Jasa. 
 
4. Kecenderungan Kontraktor dalam Pengadaan Barang dan Jasa 
Secara Mandiri Kontrak Kerja Sama Skema Gross Split yang Efisien 
dan Efektif 
Kontraktor kontrak kerja sama seringkali membutuhkan bantuan dari 
pihak lain dalam bentuk penyediaan barang dan jasa untuk menunjang 






















perusahaan hulu minyak dan gas bumi berlomba-lomba menyediakan 
kebutuhan perusahaan dengan dituntut untuk melakukan pengadaan 
barang dan jasa secara cepat, fleksibel, efisien, dan efektif agar tidak 
kehilangan momentum bisnis yang dapat menimbulkan kerugian. 
Optimalisasi proses pengadaan barang dan jasa juga perlu dilakukan 
sebagai tujuan utama pengadaan barang dan jasa skema gross split. 
Sistem pengadaan barang dan jasa skema gross split secara mandiri 
memberikan ruang kepada kontraktor untuk mengatur sendiri dalam hal 
apa metode tender yang digunakan, dengan siapa penyedia barang dan 
jasa yang dipilih, dengan jangka waktu dan besar nilai pengadaan barang 
dan jasa yang dilakukan oleh kontraktor tanpa adanya pengaturan yang 
jelas. Berdasarkan analisa yang sudah disebut dalam penelitian ini, 
terdapat beberapa potensi yang memberikan ruang kepada kontraktor 
yaitu terkait: 
1. Penggunaan pengutamaan produk dalam negeri, yaitu kontraktor 
dalam memperoleh barang/ jasa dengan jumlah, kualitas, harga, 
waktu dan tempat yang tepat, secara efektif dan efisien memberikan 
ruang untuk tidak mengutamakan produk dalam negeri sesuai 
pengaturan dalam sistem pengadaan cost recovery, tetapi 
mengutamakan nilai efektif dan efisien bagi perusahaan. 
2. Pemilihan metode pengadaan barang dan jasa, yaitu kontraktor 
dalam memperoleh barang/ jasa melakukan pengelolaan pemilihan 
metode pengadaan barang dan jasa yang dapat dilaksanakan dengan 






















penunjukan langsung, metode ini dilakukan dengan cara menunjuk 
langsung satu penyedia barang/ jasa. 
3. Penunjukan langsung kepada anak perusahaan dan afiliasi 
perusahaan, yaitu kontraktor dalam memperoleh barang/ jasa yang 
dapat memberikan nilai manfaat yang sebesar-besarnya dan dapat 
menguntungkan perusahaan sebagai pemenuhan tujuan korporasi, 
menunjuk anak perusahaan atau afiliasi perusahaan sendiri sebagai 
penyedia barang/ jasa. 
 
Tetapi perlu digaris bawahi bahwa potensi yang memberikan ruang 
kepada kontraktor tersebut merupakan salah satu bentuk kegiatan bisnis 
oleh kontraktor. Berarti dapat diartikan secara sederhana bahwa potensi 
tersebut adalah salah satu langkah atau keputusan bisnis yang biasa 
dilakukan oleh perusahaan dalam kegiatan pengadaan barang dan barang. 
Namun menjadi masalah ketika keputusan bisnis yang diambil atas nama 
perseroan tersebut ternyata menimbulkan suatu kesalahan sehingga 
menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Untuk itu maka, pengadan 
barang/ jasa skema gross split secara mandiri oleh kontraktor merupakan 
kewenangan penuh kontraktor itu sendiri untuk melakukan pengadaan 
barang/ jasa dengan efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. 
Kesalahan dalam pengadaan barang/ jasa yang menyebabkan kerugian 
tidak dapat dipertanggungjawabkan apabila dapat membuktikan
78
: 
a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya 
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b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian 
untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan 
c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak 
langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian 
d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya 
kerugian tersebut. 
 
Maka berdasarkan analisa dalam penelitian, kontraktor kegiatan usaha 
hulu migas dengan kontrak kerja sama skema gross split dalam hal 
melakukan pengadaan barang/ jasa selanjutnya menggunakan pedoman 
internal tentang pengadaan barang/ jasa. Pengadaan barang/ jasa tersebut 
diperbolehkan dengan dasar beberapa aspek, yaitu: aspek yuridis, aspek 
sosiologis, dan nilai-nilai.  Aspek yuridis merupakan aspek yang 
mendasari adanya pengadaan barang dan jasa secara mandiri dengan 
norma terkait seperti Pasal 1 angka 19 UU No. 22 Tahun 2001, Pasal 11 
ayat 3, UU No. 22 Tahun 2001, dan Pasal 24 (2) PP No. 35 Tahun 2004. 
Aspek sosiologis merupakan aspek yang mendasari adanya pengadaan 
barang dan jasa secara mandiri dengan faktor penyebab dan tujuan bagi 
manusia, dan nilai-nilai dalam sistem pengadaan barang dan jasa 
merupakan aspek yang mendasari adanya pengadaan barang dan jasa 
secara mandiri dengan kesesuaian dengan tujuan,prinsip, etika, dan 





























1. Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian perubahan skema gross split 
memiliki dampak berupa keuntungan dan kerugian, yaitu: 1. Tidak ada 
pengembalian biaya produksi oleh negara, 2. Lebih efisien, 3. Lebih 
Transparan, 4. Mengurangi rantai birokrasi, 5. Pengawasan SKK Migas 
berkurang. Sehingga perubahan skema gross split menjadikan sistem 
pengadaan yang birokratis (perencanaan, perizinan, dan pengawasan) dan 
perdebatan yang terjadi pada skema cost recovery menjadi berkurang, 
sehingga memberikan keleluasaan lebih kepada kontraktor yang dapat 
berdampak positif pada percepatan pelaksanaan kegiatan usaha sehingga 
lebih efektif dan kontraktor lebih independen dalam pengambilan 
keputusan bisnis.  
2. Berdasarkan analisis secara yuridis, sosiologis, dan nilai-nilai dalam 
sistem pengadaan dapat diketahui yang mendasari adanya pengadaan 
barang dan jasa secara mandiri adalah pengadaan barang/ jasa secara 
mandiri dapat dibuktikan bahwa dalam aspek yuridis terdapat norma 
terkait yang dapat memberikan ruang, dalam aspek sosiologis terdapat 
faktor penyebab dan tujuan bagi manusia, dan nilai-nilai sistem pengadaan 
barang dan jasa terdapat kesesuaian dengan prinsip pengadaan barang/ jasa 
dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang 






















sebesar-besarnya (value for money) serta pembangunan yang 
berkelanjutan, sederhana dan akuntabel, dan efisien dan efektif. 
 
B. Saran 
a. Kontraktor Kontrak Kerja Sama Skema Gross Split 
Diperlukannya sosialisasi kepada kontraktor kegiatan usaha hulu 
migas terkait pengadaan barang/ jasa secara mandiri yang efisien, 
efektif, yaitu pengadaan yang memperhatikan cost dan risk 
management, the best cost and the best technology, dan pengadaan 
yang berkelanjutan, serta memiliki paradigma nasionalis 
b. Negara/ Pemerintah 
1. Menjaga iklim usaha hulu migas dengan memperhatikan: 
2. Tidak ikut mencampuri pengadaan barang/ jasa skema 
gross split oleh kontraktor, karena negara sudah tidak 
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